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ABSTRAKSI

Josephine Hadiwijaya (0503001588). Tinjauan Hukum atas
Pengaturan Subsidi terhadap Produk Pertanian dalam World
Trade Organization. PK VI. Hukum tentang Hubungan
Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

World Trade Organization (WTO) merupakan badan
internasional yang secara khusus mengatur masalah
perdagangan antarnegara, yang memiliki tujuan untuk

mendorong arus perdaganga arnegara dengan mengurangi
dan menghapus berbagai ang dapat mengganggu
kelancaran arus S ya Hé da.. jasa. Indonesia
merupakan neg ot e diratifikasinya

Persetujuan , B n Undang No. 7
tahun 1994 2 3 ;0) lam forum
perdagang 3 S ) ikat akan
aturan-gt FKUR janjian-

perjanfjita s _ 2 i dan
kesepa 3 BT Cilatera Salah janjian

yang ch an di
bidan : an. Perjarl Tt an merupa injian
yang i Lex Specia rigPerjanjian tem bsidi
dan 3 Nohe \gibe cmén Wnana rjanjian

ikan secara su rkait
denga ter i yand dalam
tiga utama vyai ' sal Bantuan DO k dan
Subsi por. Me ' , .. ar utams ,  WTO
mengupa a adanya erdagangwerhadap
produk %\ian dengdi™ e camr=hambatan arif dan
pemberlak j-f"' > w a telah
melaksanakan if: * -pakatl dalam
Perj anj ian ) -‘--—.m_-woun_‘ o . Hal 1ini
memberikan Y AN G .hadap sektor

pertanian di v‘ 3 ) i i positif dan
negatif dari r akuk y jian Pertanian,
Indonesia harus te j gkan secara optimal
Perlakuan Khusus dan Berb&ds (Special and Differential
Treatment); Special Product; Tindakan Pengamanan Khusus
(Special Safeguard Mechanism) yang menguntungkan bagi
Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian
Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan ©petani pada
khususnya.
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jorld Orga merupakan
ap: dalam putaftarl undingan

cada ' dnal vyang

@sus ma angan e Gara yang

1 Januat 995.1 Akan

seégi telah ada

Q.. 1948, General

esmi berdg

telah membuat
aturan-aturan un mun GATT sebagai sebuah

organisasi beserta peraturan-peraturannya masih Dbersifat

sementara hingga kemudian digantikan oleh WTO.

B “Sekilas WTO (World Trade Organization) .” Direktorat
Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal
Multilateral, Departemen Luar Negeri, hal. 1.

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



WTO sebagai ‘successor’ dari GATT mewakili suatu tata
perdagangan multilateral vyang baru. Sejak Dberdiri, WTO
telah berkembang menjadi salah satu organisasi
internasional vyang paling penting dan Dberpengaruh dalam

hubungan ekonomi antar bangsa.2 Sistem perdagangan

multilateral dalam elalui suatu persetujuan

yvang berisi

sebagai »
ole a
men K rijanjian

alam pcla Jegangannya.

01 § ; | igan internasional
da Jitandatangani
3 tersebut

untuk

flendukung
a dalam

menjadi

i’Hembentukan

serangkaian p

Wah dilakukan sejak

GATT terbentuk. Perundin di WTO dilandasi oleh prinsip

2 pdolf Warrouw, “Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka
WTO. Suatu Observasi Terhadap Rule-based System”. Jurnal  Hukum
Internasional Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (Januari 2004), hal. 230-231.

’ Hata, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional

dalam Sistem GATT dan WTO, (Bandung: STHB Press, 1998), hal. 204.
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memperoleh keuntungan Dbersama (asas resiprositas) dan
prinsip single undertaking dimana putaran perundingan hanya
dapat diselesaikan Jjika seluruh aspeknya disetujui secara
bersama (nothing is agreed until everything is agreed).’

Pada tahun 1947-1998 telah diselenggarakan sembilan putaran

negosiasi perdagandga bagai putaran perundingan

vang telah g ¢ i SATT yang terakhir
dan temlbes angsung dari

tah ( de nya berujung

an WTO.

rad
crupakan Uruguay

ahw gadakan

Agandg lang yang

ur dalam in GATT,

yaitH?ngenai il. bidang
tersebut ‘(-j?:: :i‘ & negara-negara

berkemban utaran Uruguay.

Secara umum% i di Putaran Uruguay

dalam bidang pertanian alah untuk menerapkan aturan

‘ Asianto Sinambela, “Perkembangan Perundingan DDA di World Trade

Organization (WTO).” Dalam Penataran Hukum Perdaganan Internasional,
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(Desember 2006), hal. 1.

° H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round,
(Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 7.
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permainan di bidang perdagangan internasional terhadap
produk pertanian yang belum berhasil sepenuhnya untuk dapat
mengikuti aturan seperti vyang Dberlaku di sektor lain.
Selain itu perundingan di bidang pertanian juga bertujuan

untuk mengupayakan liberalisasi dalam bidang pertanian yang

dapat diklasifikasik ga pilar utama yaitu Akses
Pasar (Mar Domestic Support)
dan Su langkah awal
' cpakat untuk

yang e dalam
on Agri F g mulai
gen fle L akukan

WTO teldai pada

Puta'HJha. gw‘-ﬂ’lterl (KTM)

IV di Doha dﬂiﬁ - [ oha sendiri telah

Pertanian Ag

Fubsid

‘ ini put

Diawa

menghasil oha Development
Agenda) , H# m.gunan dan prinsip
Perlakuan Khusus dan da (Special and Differential

Treatment) bagli negara-negara berkembang. Dimana salah satu

isu pembangunan dalam Program Kerja Doha adalah masalah

® H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal.121.
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subsidi terhadap ©produk pertanian dan penerapan dari
Perjanjian Pertanian di negara maju dan negara berkembang.
Saat ini Indonesia menjadi ketua dalam aliansi G-33’, yang
sedang memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara-negara

berkembang di WTO terkait dengan masalah subsidi terhadap

produk pertanian, pcrjuangkan Special Product

dan Tinda pecial Safeguard

g Indonesia
pok negara
alrns 2 tuk pada

gkat Cairns,

ruguay.

o me . I ggotanya

me gabungagi@at’ A o Ina U Ausd Kanada,

dan

erika LaiHArgentina,

Brazil, negara  ASEAN

7 G-33: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia,
Botswana, China, Cote d’lvoire, Congo, Cuba, Dominica, Dominican
Republic, El1 Salvador, Filipina, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea Selatan, Madagascar,
Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama,
St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines,
Sengeal, Srilanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turki,
Uganda, Venezuela, Zambia, dan Zimbabwe.

® Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, 4" ed., (United
Kingdom: Cambridge University Press, 2004), hal. 53.
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(Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dan Eropa
Tengah (Hongaria).9

Namun berbeda dengan banyak sektor lainnya, pertanian
merupakan sektor vyang bersifat multi-dimensional dengan

kemungkinan dampak politis dan sosial yang cukup luas. Oleh

karena itu, pada se k mengadakan reformasi di

bidang

engan  aspek-aspek
ekonom erlihat pada
Puta k menemui
kel ] am prose gogiies] tersebU menyikapi

t perund@rga i Doha, 2006

d' Jenewa.
A T ma Jof perta m dapat
dibesepakat de ta T ‘sebabkan

kura.mI

4 fleksibiTS8€as -
negara-nega ,é; A

yang tida
penurunan sw

lain Amerika meminta di

merlka dan

11

tanlan Amerika

engenai besaran
1!3131, tetapi disisi
nya pasar di negara maju dan

negara berkembang secara progresif.

° H. S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 108.
10 :
Ibid., hal. 109.

' Asianto Sinambela, Loc. cit., hal. 5
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Masalah mengenai subsidi terhadap produk pertanian
yang masih banyak menemui kendala dalam mencapai
kesepakatan menjadi hal yang menarik minat penulis untuk
membahas mengenai pengaturan tentang subsidi terhadap

produk pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, dimana

mayoritas pendudukn sebagal petani, otomatis

perundinga pbawa dampak yang

cukup lain adalah

imp sakan tidak

perlakuan adil ra-negara

elakukan

membuat ertari

file ) ) g

H}ah mengens ¢ T subsidi dap produk
ki , -:ii." sehlngga dalam

n dibahas hanya

pertanian
penulisan

mencakup sebm

a. Bagaimana pengatu subsidi secara umum dalam WTO?
b. Bagaimana Perjanjian Pertanian mengatur pengaturan

subsidi terhadap produk pertanian?
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c. Bagaimana implementasi Perjanjian Pertanian di
Indonesia dilihat dari segi kepentingan Indonesia

di bidang pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisam menjadi dua yaitu tujuan

ccara umum adalah

umum dan kg 3 a f H 1

untuk 1 C an pemahaman

mengg Y a ' FSUS . Perjanjian
i ecara i sus penulisa iharapkan

gk an Pemahaman = 2 besarnya

dntuk men

] sistem

e8ia kit e QiNFSE a1 a
I il empe¥ secara

ge ag
mebh dalam g A chk Perjanji‘ nian di

Indo!!!EE; ;::!'f

penulisan ini yang

Beberapa w

akan didefinisikan sebag rikut:
1. “Akses Pasar” adalah akses pasar bagi perdagangan

barang-barang eksport dan import.*?

2 H.3. Kartadjoemena, Op.cit., hal. 8.
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2. “Amber Box” adalah semua Bantuan Domestik vyang
dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan.®’
3. “Bantuan Domestik” merupakan subsidi intern vyang

diberikan oleh pemerintah kepada para petani untuk

14

membantu prod 0 VA .

4. “Blue =ngan persyaratan

t 3 ! rangi distorsi.

' Amber Box

masukkan o dalFam Blue subsidi
Jjuga o t I1kuranginye 3 'si oleh
Bo d 3 e pengaruh

kalaup ERE X ta il pengadterhadap

gangan. 35S, 1 Fe € harus‘Hﬂ

ayai dari
konsumen dengan

idak melibatkan

* World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia,

Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, <http://www.deptan.
go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>

* H.S. Kartadjoemena, Op. cit., hal. 123.

® Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, Loc. Cit.
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subsidi terhadap harga.'® Yang termasuk dalam subsidi

ini adalah subsidi untuk dukungan penelitian
infrastruktur dibidang pertanian, pelatihan,
penasihat, dan bantuan pangan domestik.'’

6. “Kuota” adalah batas Jumlah kuantitatif

diperbolehkan port yang ditetapkan
pemer i

ormula

3 3 I Ilf
3 oF: afdOmestik ekspor,

dan

jasa

yang

oleh

dan

entuk-bentuk

= etentua 13 g & menjadi
duk i ang menNgikat gota

ian,

Ry >

16

Biro Kerjasama Lua Departemen Pertanian, Loc. Cit.

‘7 peter Van den Bossche, Op.cit., hal. 586.

¥ Melaku Geboye Desta, The Law of International Trade in

£la salal *rjanjian

hte B8 Urugua dmengatur

tiga

Agricultural Products, (The Hague: Kluwer Law International, 2002),

hal. 29.

19

M. Husein Sawit, “Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO:

Proposal Harbinson,” Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1 (Maret,

2003), hal. 42.
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pilar utama yaitu Akses Pasar, Bantuan Domestik dan
Subsidi Eksport.?’

9. “Produk Pertanian” adalah produk-produk pertanian
yang tercantum dalam Annex I dalam Perjanjian

Pertanian termasuk produk-produk yang merupakan hasil

olahan dari pros wy tersebut.??

10.%“Scheag ' en negara-negara
agigg pasar dan

WS pertanian

di dalam

dengan vya

gttle terselD@E.

pecia h suatu

P negara

Vembang, g lebih
H?untungkan s

20 wWTO Agriculture Rules”, <www.tcd.ie/iis/policycoherence/

index.php/iis/wto_agriculture rules/uruguay round agreement.html>.

21

hal. 5

United Nations Conference on Trade and Development, Loc. cit.,

22 ynited Nations Conference on Trade and Development, “World

Trade Organization: Agriculture”, (New York dan Geneva: 2003), hal. 8.

2 H.S. Kartadjoemena, Op. cit., hal. 10.

11
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12.%“Special Product” adalah produk-produk pertanian yang
secara spesifik ingin diperjuangkan oleh negara
berkembang.?*

13.%“Subsidi” adalah kontribusi finansial oleh pemerintah

atau public body, dimana kontribusi itu Dberupa

transfer dang foregone revenue dan

menimbulkan

«)h o
flcliah an  untuk kenaikan

I

ed i affedu ekspor.
3 h U agan 3 pajak

€ akan barang-

, Jeie n g - barana tu yang

port ket Fi a3 layaﬂw

“a/\ >

pembe

gaTan kelua

- R\

2 M. Husein Sawit, “Indonesia Dalam Perjanjian Pertanian WTO:
Proposal Harbinson,” Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1,
(Jakarta: Maret 2003), hal. 10.

%> H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 52.

26 Tbid., hal. 29

27

hal. 6.

United Nations Conference on Trade and Development, Loc. Cit.,

12
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16.“Tarifikasi” adalah proses yang mengkonversikan semua
perlindungan pasar yang tidak termasuk kedalam Tarif
menjadi memiliki nilai yang sama dengan Tarif.?®

17."“Tindakan Pengamanan Khusus (Special Safeguard

Mechanism)” adalah suatu langkah pengamanan khusus

yvang tersedia janjian Pertanian untuk

melak darurat akibat

L O S
kena my 1) € . & lkan kerugian
o 01 ' 1 il
¥36Togi Penelitia
ode B i

sa 3 me nelitian
k;!..llllan.

e ustakaandh metode
peneufl yang iH
kepustakaamn "(l?-

pula serangkaian
wawancara

yang berkaitM‘

2. Tipe Penelitian

n

ahan-bahan

g ahli dibidang

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian

hukum yuridis normatif yang mengaitkan hukum kepada upaya

28 Tbid.

2 H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 125.

13
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untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan
berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur
ketertiban dan keadilan. Penulisan ini Jjuga menggunakan
tipe penelitian deskriptif yaitu yang menggambarkan suatu

keadaan yang digambarkan secara apa adanya. Dalam

menganalisis data, digunakan dalam penulisan

ini adalah deskriptif dan

oenelitia nan, maka

data sektu primer.
eh 11 studi

i me 1ku-buku,
rijanjian

r, artikel

Sedangkan data

primer ad
narasumber w

wawancara terhadap

h langsung dari
W&an ini dilakukan
dibidang hukum ekonomi
internasional, subsidi pertanian dan bidang lain vyang
terkait dengan penulisan ini. Dalam penulisan ini wawancara

narasumber yang menangani masalah subsidi pertanian di

14

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian dan Departemen
Luar Negeri.
4. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dilakukan adalah pengumpulan

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara

wawancara atau tanya pejabar dari departemen

gengumpulan bahan-

' erkait dengan
ahan Pusta

terhd

terkait, se

bahan

pene

sekunde iperoleh

Yo
alitatif
dalam
tersebut

penulisan

F. Slstemw

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai
berikut:
BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pokok Permasalahan

15
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C. Tujuan Penelitian
D. Kerangka Konsepsional
E. Metodologi Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II: WORLD TRAD DAN PENGATURAN MENGENAT

SUBSIDI

igetion
' 9 ! agai langkah
al dalan Smbgé i rdagangan

al

nternasia

Trad

Pembent a0 A -

Prinsip (P

\r
ng;’/\

B.

1. Subsidies and
Countervailin asures Agreement

2. Interpretasi Konsep Subsidi dalam Badan
Penyelesaian Sengketa WTO

3. Jenis-jenis Subsidi dalam Subsidies and

Countervailing Measures Agreement

16

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



C. Pengaturan Subsidi dalam General Agreement on Tariffs

and Trade 1947

BAB TIII: PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN DALAM PERJANJIAN

PERTANIAN WTO

A. Perjanjian Per ara umum

Pilar G e a certanian WTO

gsuﬁ EKS% o Ort Subs)
Khasus da Berbeda 1
fere kca thent)

-
\-r

‘ "(.i_ff:" HU A PER PERTANIAN  DAN
IMPLIKASI

Putaran
BAB IV:

1. Perjanjian nian sebagai Lex Specialis

ertanian

terhadap Subsidies and Countervailing Measures
Agreement
2. Ketentuan mengenai “Klausul Damai” dalam

Perjanjian Pertanian

17

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



3. Konsistensi dan Kepatuhan Indonesia dalam
Melaksanakan Aturan-Aturan dalam Perjanjian
Pertanian

B. Implikasi pemberlakuan Perjanjian Pertanian bagi

Indonesia

dalam WTO

r 1)
Pertania

1.

Komitmen terkait dengan

ertanian bagi

£ty dari
~ esi 1t denga ‘
S Safeguard
‘ Mechan il o d
BAB V: PEN
A. Kesi
B. Saran " ‘
18
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BAB II

WORLD TRADE ORGANIZATION DAN PENGATURAN MENGENAI SUBSIDI

A. SEJARAH TERBENTUKNYA WORLD TRADE ORGANIZATION

1. International Trade Organization (ITO) sebagai langkah
awal dalam pembean an organisasi perdagangan
internasional

Gagasag

ernasional  untuk

memban ; internasional
tela k ¢ oods, New
ke oy i z ex ut  tidak

P . grsana.

erikatan
Ba ngsga < 1 dn telah
di dalam d Social

COHECOSOC), 109 A 3 1946 med sebuah

reso'luI ntuk membe apisasi vyang ki”‘a ITO. 1ITO
bagian da

dan Bank Dun v‘

Negosiasi untuk m

dirancang yvang merupakan

1 dalamnya IMF

uk ITO dan sistem perdagangan
internasional pasca-perang dunia II telah diadakan dalam

beberapa kesempatan vyaitu pada tahun vyang 1947 di Lake

3 “Horld Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia,”
<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, 2003.

19

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



Success, New York; pada tahun yang sama di Jenewa dan
kemudian di Havana pada tahun 1948. Secara garis besar
pertemuan di Jenewa memberikan tiga garis besar vyaitu
penyusunan draft ITO Charter, mempersiapkan jadwal

penurunan tarif dan mempersiapkan perjanjian multilateral

yang mengandung prd e, perdagangan secara umum
atau vyang d ' t on Tariffs and

Trade

i gorganisasi
int . ' tan ] rdagangan

art ITO Va 2 an oleh

Pde : v Napls - } ; disetujui

k blonal ya

mempﬂd kekuasad
ditujukan ﬁrn

dukungan
signifikan, w

jalan buntu dan berakhir.

arena teknis

A g Slien Amerikdat tidak

nemoer lakukan im‘ljian yang
Tﬁh" asional.’” Karena

ft ITO sangat

m'ltolak ITO menemuil

' Ibid., hal. 2.
32 Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases & Materials on
International Law, (New York: Oxford University Press Inc., 2003), hal.
494,

33 Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C.

Mavroidis, Op. Cit., hal. 2.
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2. Latar Belakang GATT

GATT dibentuk pada tahun 1947 dan mulai efektif
berlaku pada tahun 1948. Tujuan dibentuknya GATT ini

terlihat dalam Piagam Pembukaan GATT yang menyatakan bahwa:

“dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan
perekonomian dunia, © ng parties setuju memasuki
perjanjian yang @ prositas dan kerjasama
mutualisme yg . F- ) Offass, Tarif dan hambatan
perdaganga kan diskriminasi

dalam pexd ‘

Adapu S dalah dari
] ' £ ! Jare janization

3 entuklah

glEn damgan J pada

ama atau

U

terllhat

ﬁwt . Hal ini
anggota yang

berpartisi

1947, GATT ha”%

tahun 1970-an, GATT Dbe

ikan pada tahun

¥!Mara pembentuk. Pada

bang dan memiliki 77 negara

anggota dimana 52 diantaranya adalah negara berkembang dan

3 piagam Pembukaan GATT 1947.

3 Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C.

Mavroidis, Op. Cit., hal. 2.
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pada tahun 1980-an, negara anggota GATT telah mencapai 120
negara. Seiring dengan hal ini, konflik antara negara
berkembang dan negara maju semakin meningkat. Disatu sisi
negara berkembang membentuk kekuatan untuk mempertahankan

kepentingannya di dalam GATT, sedangkan di sisi lain negara

maju mulaili menyimpaneé ip dan semangat GATT dalam

rangka me Lnya. Berdasarkan
alasan e i ompromi dalam
sistge ; Ry C ‘ utaran Tokyo
va i an_ An Code, an  lain.

W pErselisiha selesalks =gdra-negara

dun@ epentingan

yprom® it tidak

hukum da T tidak

ada akhim sebagai
oo_.:;.‘-'* entuknya WTO pada

tahun 199 WTO, ketentuan

ketentuan GATT 1994.

% Ipid., hal. 3.
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3. Pembentukan WTO

WTO terbentuk dari hasil Putaran Uruguay yang dimulai
sejak September 1986 sampai dengan April 1994. Pertama kali
diselenggarakan di Punta del Este, Uruguay. Selanjutnya

diselenggarakan berturut-turut di Montreal, Jenewa,

Brussels, Washington dan dengan 20 perjanjian

lainnya yang di Marrakesh pada

tangga
Marnga
ter

Trade "@QEga ati

AR ‘ kenal dengan

Cl q
b 3,0 /

b i tersebut
dalamnya = Agreemen , ing

the

yang mober 1993

d Trade
anggal 1

kemudian

-
L
47 beberapa kali

dilakukan

1994. GATT 1947 meruju

rhadap lahirnya
w sama dengan GATT
pada GATT vyang diadopsi pada

tahun 1947, sedangkan GATT 1994 adalah GATT 1947 yang telah

37 Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C.

Mavroidis, Op. Cit., hal. 7.

8 H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round,
(Jakarta, 1998), hal. 39.
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diamandemen pada Putaran Uruguay. Perjanjian WTO adalah
perjanjian yang juga menaungi perjanjian-perjanjian lainnya
di dalam WTO.*? 0Oleh karena itu, setiap negara yang ingin
berpartisipasi dalam sistem perdagangan internasional yang

baru dibawah WTO harus secara tegas meratifikasi atau

menerima GATT 1994 d an diri dari GATT 1947.

4., Prins

ateral untuk

3S a terbuka,

adap semug

Favouased Nation (

NV ¥

mefileer1kan perlakug

Deng‘Wrdasarka .
‘!!!gi

4B )

| e dima negara

=
.

ya nltra dagang.

Jara-nega gota tidak

- nah mitra-mitra

diberikan pu
Prinsip MFN in ] m Pasal I GATT 1994 vyang

mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani

% Philippe Sands dan Pierre Klein, Bowett’s Law of International

Institutions, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 116-117.

%0 “Horld Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia,”
<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, 2003.
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dalam rangka WTO harus diperlakukan secara sama kepada
semua negara anggota WTO atau lebih dikenal dengan asas
non-diskriminasi tanpa syarat. Dengan demikian suatu negara
tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif vyang

berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara

lainnya.** Namun engecualian diperbolehkan,

seperti va GATT 1994, bahwa

negara
perde i
ca N komitmen i 3

d adsama perda

k kerjasama

ngon dengan

gp anggot tergabung

tez

ebut tida ball sehingga

termasuk

me neg

da ¥sama

-’
b -
(’&;W‘%‘ i GATT 1994 yang

rkenankan untuk
1‘4 Wara produk  impor
dengan produk dalam nege

untuk produk yang sama, dengan

ang
b‘nal Trea | Leiege Nasiona

mensyarat

memperlakukan

4 “WTO dan Perdagangan Dunia,” <http://www.ditjenkpi.
depdag.go.id/ppiriss/application/sc 14.asp?pr=111>, 2003.

%2 wgnderstanding The WTO,” <http://www.wto.org>, Februari 2007.
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tujuan untuk melakukan proteksi.®® Sehingga negara anggota
diwajibkan untuk memberikan ©perlakuan vyang sama atas
barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang
impor memasuki pasar domestik. Dengan kata lain prinsip ini

memberikan persamaan perlakuan di dalam suatu negara.®’

Jenis-jenis dilarang berdasarkan

ketentuan i : 3 negeri, undang-

undang, 3
produk, Nglo)e
campural

45

‘sparan51

mempengaruhi

ibusi atau

yang
osgsan atau . produk-

—d

P8

a anggo t a8 Wi 2 uk bersﬂilye‘rbuka atau
transparan ".-? :i\ g perdagangannya

sehingga untuk melakukan

43 “WTO dan Perdagangan Dunia,” <http://www.ditjenkpi.
depdag.go.id/ppiriss/application/sc 14.asp?pr=111>, 2003.

4 Hata, Aspek-Aspek  Hukum dan Non  Hukum  Perdagangan
Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, (Bandung: STHB Press, 1998),
hal. 55.

43 “WTO dan Perdagangan Dunia,” <http://www.ditjenkpi.
depdag.go.id/ppiriss/application/sc 14.asp?pr=111>, 2003.
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kegiatan perdagangan.?® Pengaturan mengenai prinsip ini
terdapat dalam Pasal X dari GATT 1994 yang mengatur bahwa
semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota
yang menyangkut perdagangan internasional harus

dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota

lainnya.®’

B. PENGATUR D D COUNTERVAILING

. o £ E YT Ugld o idi dalam
ot akd rakte eng adil.
ruypekan hal yand'f dalam

Subs ecaralllterbukti

ngenai subsk

r
Ma
diflia perd@gangan 1HEe LD

d ilkg e oleh pCemgEin

oengaruh endorong

» .
pem n ekong I B lain,

idi dapat

merugi‘d mi l,.-' Fyang _yandgua TSt i e mebami kerugian
t/' I
dalam piScimmeci® ~ zspor yang di atkan persaingan

yang tidak ﬁ Wiberikan subsidi

Sebaga n w gara berkembang, karena

tersebut.’®

% “World Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia,”
<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, 2003.

‘7 H.S.Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 17; Walter Goode, Op. Cit.,
hal. 363.

“8 peter Van Den Bossche, The Law and Policy of The World Trade
Organization, (Cambridge: University Press, 2005), hal. 551.
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dana vyang tersedia untuk subsidi tidak Dbesar, maka
ketentuan mengenai subsidi tidak merupakan suatu beban.
Namun sebaliknya, negara maju yang mempunyai anggaran yang
lebih besar dalam memberikan subsidi untuk mendukung segi

perdagangannya. Apabila Dbarang vyang menikmati subsidi

semakin banyak Dbexg asaran internasional maka

produsen 3 ol an subsidi akan
tersin ‘ mbang memiliki

kepe ' uk g2 gar subsidi
maju tid = pasara erkembang

1ga.*’
pepgembana leb? anjut dari

Toks : g nt ini definisi
ment 1d] nShgeria i subsidus yaitu

subswang Gliiee | & g ahaan dustrl atau

3

kelompok 3 REGAT o ubsidi Khusus
vang dimaksuas&8gpat b y Kspor atau bantuan
domestik. Subsidi 3 w ment dibedakan dalam 3
(tiga) kategori vyaitu: Subsidi vyang dilarang (Prohibited

Subsidies) ; Subsidi yang Dapat Ditindak (Actionable

“° H.S. Kartodjoemena, Op.Cit., hal. 145.
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Subsidies) dan Subsidi yang Diperbolehkan (Non-Actionable

Subsidies) .>®

1. Konsep Subsidi dalam SCM Agreement

Untuk pertama kalinya dalam perjanjian WTO terdapat

definisi tentang subsidi yang mendetail dan kompherensif.>?

Pasal 1.1 dari SCM Ag adefinisikan subsidi sebagai

berikut:

“..a g
] 1 g nent or any
1 / eférred to

dksplisit

secC

me defiy d cebut ada

rF 4 .
tibnen yang b # pen

subsidi
ters”,yaitu pertama : !v
a. kontn S i . i ‘ i T Ll )
b. pemerintahlmats badan ﬁ i nment)
c. dengan demikian -difipe * *‘gﬂﬂ J euntungan.
°°  pirektorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, ZLoc. Cit.,
hal. 40.

5! Ipbid., hal. 553.

°2 pasal 1.1 SCM Agreement.
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Ad. a Kontribusi finansial

Menurut Pasal 1.1 SCM Agreement, kontribusi finansial
disini meliputi:
a. suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana

secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan

penyertaan), pemindahan dana atau

kewajilk 5 € 3 jaminan hutang;

b.p d ‘ i

A A '

i cperti kerinag

5 ah menveéiak bz 2 S in dari
as £ U an

ey an ekanisme

gydkan atau Jk suatu
cSamakan satu alebih dari

) sampai (c) di

dah dibayar

A i 2 insentif

vajak; >

ang atau

b

pemerintah dan

pelaksaw t]mdari yang biasanya

dilakukan oleh peme

S3gesuai dengan ketentuan Pasal XVI GATT 1994 (Catatan Pasal XVI)
dan ketentuan Annex I sampai III Perjanjian ini, pembebasan bea atau
pajak produk ekspor yang dikenakan pada produk sejenis yang ditujukan
untuk konsumsi dalam negeri, atau pengembalian bea atau pajak itu dalam
Jumlah tidak melebihi jumlah kumulatif, tidak dianggap sebagai subsidi.
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Kontribusi finansial ini dianggap telah terjadi tidak
hanya ketika pembiayaan langsung itu terlihat hasilnya akan
tetapi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang
melibatkan pengiriman dana dianggap sudah cukup untuk

membuktikan adanya kontribusi finansial.®”*

Ad. b Pemerintah

Untuk al 1.1 dari SCM
Agree dilakukan

rmasuk di

bersifat

r 1 dan perusdflaa dimiliki

negara.

Sellanjutn enur of - = ; Lv) , tribusi

fia yang d te body)

1k ae. 0 1 K ;
dianggap . sebagai e J’ .~ NS 1 _pemerlntah

ketlka'dn

badan p

diatur dalaWF 5

rahan kepada

ih fungsi yang

°*  Peter Van den Bossche, Op. Cit., hal. 556.

°° subsidies and Countervailing Measures Agreement, Pasal
1(a) (1) (iv) .
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Ad. c¢ Kontribusi finansial yang memberikan keuntungan

Kontribusi finansial vyang diberikan oleh pemerintah
dianggap sebagai subsidi ketika bantuan itu memberikan
keuntungan. Hal ini kembali dikuatkan di dalam kasus

“Canada-Aircraft”, bahwa _subsidi itu muncul ketika ada

pihak yang membez i finansial (financial

bagi si penerima

contributig a
subsidi it ulkan Dbahwa
peme ~l S an satu

kr gsidl Gtuhk in vyaitu

ungan dAE mo@d ka dari pemberla subsidi

t ungea disi difokuskan
va pihd bukan emerintah

yan vediakan v A i il al tersebt Dalam hal

dikateggdedka a Singaman itu lebih

pinj%iber' 3 S 1Ca o 'ama&ebut dapat
d.'ffi ﬂii:‘;

Oada umumnya dengan

memberikan KeumRtU 3 i c '
memberikan perla! S imewa untuk si peminjam.58

°¢ Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 159.

°7 Keputusan dari Appellate Body Report dalam kasus ‘Canada-

Aircraft’, par. 154.

°® peter Van den Bossche, Op. Cit., hal. 558.
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Lebih lanjut SCM Agreement juga mengatur adanya syarat
lain yang harus dipenuhi vyaitu ‘specificity’ dari subsidi
yang bersangkutan. Pasal 1.2 dari SCM Agreement mengatur
bahwa:

“A subsidy as defined in paragraph I shall be
subjected to the proviusiens of Part II or shall be
subjected to the prg part III or V only if such
subsidy 1s spee# r > Wi the provisions of
Article 2" 8

SCi g y specificity’,
yvai

2 3 gl an emerintah

‘ ) ; ‘beberapa
ol Lal aan @ merintah

‘rgetkan JEE - A Sa u atau ‘ sektor

Hrdiberika s ,‘H

c. Region 1f1 A. ke dimana pemerintah
tertentuw

d. Prohibited Specifici alah keadaan dimana pemerintah
mentargetkan barang ekspor atau barang yang digunakan

untuk pemasukkan domestik untuk diberikan subsidi.

°® Subsidies and Countervailing Measures, Pasal 1.2.
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Untuk subsidi yang termasuk di dalam SCM Agreement, maka
subsidi tersebut harus dalam bentuk yang spesifik seperti

yang diatur di Pasal 1.2 dari SCM Agreement.

2. Interpretasi Konsep Subsidi oleh Badan Penyelesaian
Sengketa WTO

Dispute O (Badan Penyelesaian

Sengketa n subsidi dalam

) O [
SCM A DA perjanjian,

DSBEWT

an i i n A8 g4 terdapat
m k 1)

atan 1

N mengasu dokumen-

dalam

anjian

n maksud dari

per] anjwi

Untuk memberikan

a ' yang komprehensif mengenai

pengertian dari Pasal 1 SCM Agreement tentang definisi dari

subsidi, dapat mengacu pada kasus Canada-Measures Affecting

®0 Mel Annand, Donald F. Buckingham dan William A. Kerr, “Export

Subsidies and World Trade Organization,” (Maret, 2001), <http://www.
esteycentre.ca/export subsidies.htm>.
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o1 antara

The Export of Civilian Aircraft (Canada-Aircraft)
Brazil melawan Kanada. Dalam kasus ini Brazil berkedudukan
sebagai Penggugat dan Kanada sebagai Tergugat, terkait

dengan dugaan pemberian subsidi terhadap ekspor pesawat

terbang vyang dilakukan oleh pemerintah Kanada. Brazil

membawa kasus arena diduga Kanada telah

memberikan gan ketentuan WTO
yaitu ment. Dalam
put ' mengenai

sidi da naks dari am pasal

perikut:

breta kata

benefi

am kamus

sebaga advantage”,

secara amu sebagai

.- h‘i kata dari

Olch . WTO sebagai

Wfit)”. Untuk arti

Brazil wvs. Canada, 2 Agustus 1999, WTO Appellate Body No.
WT/DS70/AB/R, <http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/canada-
aircraft (ab) .pdf>

“benefi 1 1) : b =

penekanan de

61

2 Ibid., par. 1.

®3 Report of the Appellate Body No. WT/DS70/AB/R, hal. 38; The
New Shorter Oxford English Dictionary, (Clarendon Press, 1993), Vol. I;
The Concise Oxford Dictionary, (Clarendon Press, 1995), hal. 120;
Webster's Third New International Dictionary (unabridged), (William
Benton, 1966).
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“keuntungan” lebih jauh, tentunya harus dilakukan
perbandingan dari kondisi sebelum atau tanpa diberikannya
kontribusi finansial dengan kondisi setelah diberikan
kontribusi finansial oleh pemerintah. Secara logika, tidak

akan timbul keuntungan apabila tidak ada perbedaan kondisi

yang lebih Bbat diberikan  kontribusi

mengu

finansial § Je J tuk melihat ada
tidakn e A3 ) a perbandingan
yang il i at jelas,

enerima finansT emerintah

pi

mendapat yang lebI 2 cungkan atau

i si tidak

kont 5 pemet

m
- G |
lanjut ‘ ; ¥ penekanan

”

kepada‘an fj’ [ ; lhh tersebut.

Pertama ungan”, Panel

0 * o Wisini tidak dapat
N/ L

DSB WTO ber

diartikan secara ri sendiri tanpa adanya

si1 penerima. Oleh karena itu Panel DSB WTO mencoba untuk
memberikan penekanan bahwa secara logika dari kata
“keuntungan”, secara tersirat harus ada pihak yang menjadi

penerima keuntungan tersebut. Kedua, dilihat dari adanya
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kata “thereby conferred” pada pasal 1.1 (b) dari SCM
Agreement tersebut. Kata “conferred” Dberarti “grant”,

64 Dengan digabungkan dengan kata

“give”, atau ‘“bestow”.
“thereby conferred” berarti ada penekanan terhadap apa yang

diberikan kepada si penerima. Dengan kata lain, pasal

1.1(b) dari SCM Agas kn lebih berfokus pada si

A\Y

penerima e ] ‘ n pada kontribusi

finansi Menurut
perwe G eby” vyang
tef am Pasal gri SCM emberikan

akan adan hu ga@fsebab-akTpe 21 1ink)

P

arf 1 i i an o o@merintah

de tung; pe >ntribusi

fib tersebu g A gBBat dikat d sebagai
subs%nurut Pa'sa SEN Agreemeb alah bagian
dari kontr ‘,Ji: . % an  keuntungan dan
bagian da kan hasil atau

H‘tersebut

akibat dari Db

® Ipid., hal. 38

® Report of the Appellate Body No. WT/DS70/AB/R, paragraf 96.
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b. Interpretasi dengan pendekatan tekstual

Panel DSB WTO melakukan interpretasi dengan pendekatan
tekstual dengan melihat pasal dalam SCM Agreement yang

berkaitan dengan pengertian subsidi dalam pasal 1.1. Pasal

D,

yang menjadi acuan dari ie]l DSB WTO adalah Pasal 14 dari

SCM Agreement

hod used by the
nefit to the
recipi of Article

1 1

SCM A emberik

mengenai

subsid berika penerima

Dara _ oozl Yol EF N ter kata “to

t ent”, nguat rpretasi

a 3
Pab WTO sebe 2 % me cankan bardya pihak

yang‘iima “beneé nbsidi terseb\iv
Dengan '-(_'?-s nada S reta ag dilakukan oleh
Panel D

dalam pasali‘

elemen, pertama vyaitu

gertian subsidi
Mrbagi menjadi dua
financial contribution by a
government or any public body” dan yang kedua yaitu “a
benefit thereby conferred”. Elemen pertama lebih kearah

pada apakah pemerintah telah memberikan kontribusi

® pasal 14 SCM Agreement.
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finansial menurut pasal 1.1(a) dari SCM Agreement. Disini
lebih difokuskan pada tindakan pemerintah untuk memberikan
kontribusi finansial. Terkait dengan elemen kedua, yaitu
adanya keuntungan yang diterima oleh penerima kontribusi

finansial yang diberikan oleh pemerintah.

‘ : menjadi tiga
kateg (prohibited
, ; Dar ctionable
iti onable

L N
H a Agreement d yang

az adalah iws idi vyang

, subsidi yang
miaroduk domestik.®’

kan subsidi kepada perusahaan

rut pasa

dengan tindakan
ekspor (

mengandung “{

Adakalanya pemerintah m

untuk mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan

barang-barang domestik daripada Dbarang impor. Hal ini

®7 Ibid., hal. 561.
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dilarang karena akan mengakibatkan distorsi perdagangan

internasional dan mengganggu perdagangan negara lain.
Subsidi yang Dilarang (Prohibited Subsidies) dikenal

juga dengan “Red Box”. Contoh dari jenis subsidi ini adalah

subsidi dalam bentuk “import-substitution”. Subsidi ini

ditujukan untuk mende paan barang-barang produksi

dalam negg akan memberikan
kontri i = ' nfangan bagi si
nakan barang

-iimpor.68

barang

nah di 13 oleh Itali

alia griculture

dim at me an para

u mereka

tuk memb i ; ‘3 duksi Ita

tidga..lg

mendapa da pemerin H
~ “ S

b AN
gqil maka Committee on

es, dalam waktu 90 hari,

Apaded 1 J pemberian
subsidi yang
Subsidies and Cou
harus merekomendasikan agar subsidi tersebut segera

dicabut. Dan apabila rekomendasi tersebut tidak diikuti,

Committee akan memberikan otorisasi kepada pihak vyang

®® Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 372.
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mengadu untuk mengambil tindakan balasan (counter-measures)

karena dapat merugikan industri domestiknya.®’

b. Subsidi yang Dapat Ditindak (Actionable Subsidies)

Kategori yang kedua dikenal sebagai Subsidi yang Dapat

Ditindak (actionable subsidies) . Subsidi yang Dapat

Ditindak (actionapb bukanlah subsidi vyang

70

dilarang SCM Agreement

menent erugian bagi
indgs i ' 3 n kerugian

dis ab-akibat

s UbSard 1

ink) antara kerugian

vang diberika

Sstik imbulkan

.l secara

lang ! ] i negara a a lainnya
dan i ( pre 'erhwepentingan
negara g&aegote } - iF batasan agar

kerugian

pria ir. 3 - j.ﬁa : Palam aturan ini,
serious prejudice 5 erjadi apabila jumlah

® H. S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 152.

0 wsubsidies and Countervailing Measures: Overview - Agreement

on Subsidies and Countervailing Measures,” <http://www.wto.org/
english/tratop e/scm _e/scm_e.htm>.

"t peter Van den Bossche, Op. Cit., hal. 571.
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dari subsidi ad valorem (sesuai dengan nilai) yang
diberikan kepada suatu produk melebihi 5%.

Para negara anggota yang terkena dampak dari
actionable subsidies dapat mencari upaya pemulihan

(remedies) melalui Committee on Subsidies and

Countervailing Measyi ec diberikan waktu 120 hari

untuk mels sengketa yang

melipu i egara harus
dapa ) 2 kspor yang

ara lain >lark erugikan L1 negara
i Kalau ) apa dibukt ka3 v subsidi

) : Subsidies)

gori

di ya actiohne

jenis sidi  yang

. L di 3 eh an :l# —-actionable

i subsidi Jjenis

qiil' aupun yang spesifik

lan dan pengembangan

dinamaka

subsidig

ini adalah

U BrCll II
termasuk bantuan n W

atau bantuan untuk pembangunan

(research and development

wilayah-wilayah vyang terbelakang (disadvantaged regions).

2 H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 152.

73> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, ZLoc. Cit.,
hal. 41.
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Apabila negara anggota lain yakin bahwa terdapat
penyalahgunaan subsidi jenis 1ini, yang menyebabkan dampak
negatif terhadap suatu industri domestik di wilayahnya maka
pihak vyang dirugikan tersebut dapat mengajukannya sebagai

suatu kasus kepada Committe on Subsidies and Countervailing

ON TARIFF AND

diatur

erbag gian yaitu
1 MPada mumn yad

bagian giseb

Measures.

ba mengenai agian

md cenail a8 si1di eks: n bahwa

ji "o

dalanii?
pasar,'*/an ,

mengakipbatE

negara J3," Jd termasuk
tuk pema X B8 ) e tuan harga
langsung
ertentu atau
mengurangi ilayahnya, negara
tersebut harus epada negara peserta
(Contracting Parties) secara tertulis mengenai luas dan
sifat pemberian subsidi, perkiraan dampak pemberian subsidi

ini atas jumlah produk ekspor-impor yang terpengaruh, dan

tentang keadaan yang mendorong diberikannya subsidi. Jika
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kepentingan negara lain dirugikan atau terancam oleh
pemberian subsidi ini, negara yang memberikan subsidi, jika
diminta, harus membicarakannya dengan negara atau negara-
negara peserta lain yang berkepentingan tentang kemungkinan

membatasi pemberian subsidi tersebut.’*

Bagian B dari 1994 mengatur bahwa sejak

e

1 Januari tersebut negara-
negara g a subsidi atas

ekspb : . sing kecuali

subsidi

tersebut 11 lebih
oduk g4 sama di

bahy peserta

s kupan susehingga

diberikan Egan cara
-

luas vyang sudah

mele

ada.’® h satu bentuk

persaingan ya Wgan internasional.

Oleh karena itu pengguna dibatasi dalam GATT 1994 agar

tidak menimbulkan hal yang merupakan kebijakan pemerintah

7" General Agreement on Tariff and Trade 1994, Pasal XVI (2);

Hatta, Op. Cit., hal. 103-104.

> General Agreement on Tariff and Trade 1994, Pasal XVI (B).
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untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya, namun
dalam praktek seringkali menimbulkan kerugian terhadap
negara lain.

Pembentukan WTO sebagai badan internasional vyang

secara khusus menangani masalah perdagangan antarnegara

telah menciptakan _e ,lam perdagangan ke arah

liberalisme

telah ! 1 3 aturan vyang
dlsk ) meliputi
rdaganga 3 g barang 3 alah satu

AU ran dala s idi yang

n g d ran yang

GAT erupakan

hg tahg secarad Terkait

m‘lg produk

Jenullsan engenai h‘
pertanian, ’2; ' l nyepakati adanya

ubsidi terhadap

Wj ian Pertanian.

isme perdagangan

pengatura

produk pertanit
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BAB III

PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO

A. PERJANJIAN PERTANIAN WTO SECARA UMUM

Perjanjian Pertanian berlaku sejak tanggal 1 Januari

1995. Perjanjian Peas bertujuan untuk melakukan

reformasi Saf g pertanian dalam

rangka ertanian yang
2T ] y pertanian
uk menc 1kar ' pertanian

Pert

dengan cCafa S : ;1di dan
pangungan

& bexn g3 erbe g masih

b sotillk _@Btanian. DJrjanjian

-isu diivperdagangan
:i!.“ gan, perlindungan

Wa berkembang.’

janjian Pertanian seperti yang

importiyg

juga did
(Non- Trade df,?

lingkunga
Differen tialwl)
Cakupan Produk dala

diatur dalam Pasal 2 dari Perjanjian Pertanian mengacu pada

7® pembukaan dari Perjanjian Pertanian WTO, par. 2.

7 M. Husein Sawit, “Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO:
Proposal Harbinson,” Analisis Kebijakan Pertanian, (Maret, 2003), hal.
6.
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sistem klasifikasi Harmonized System of Product
Classification’®, produk-produk  pertanian didefinisikan
sebagai komoditi dasar pertanian, seperti beras, gandum dan
produk-produk olahan seperti roti, mentega, keju dan lain-

lain. Sedangkan ikan dan produk hasil hutam serta seluruh

produk olahannya O

dalam definisi produk

pertanian

telah menetapkan

sejuml indakan-tindakan
perd k ) menyangkut
i 2 Bantudt Stik dan i Ekspor.

et

etentua Tersebu

uajg 7 anggota WTO

en § ening A e egngurangi

su psidi 0 g melaluil

Scb masing-ma#Sdng

kepgg!!:sb.

otifikasi

Perio setiap negara
ahun 1995. Namun

Mrikan kelonggaran

ya masing-masing dalam jangka

anggota a
demikian neM

untuk melaksanakan komi

waktu sepuluh tahun.

% persetujuan Bidang Pertanian, Direktorat Perdagangan dan

Perindustrian Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, hal. 2.
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Perjanjian Pertanian telah menyepakati untuk
mendirikan Komisi Pertanian yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan dari Perjanjian Pertanian dan menyediakan
kesempatan bagi para anggota untuk berkonsultasi mengenai

pelaksanaan komitmen mereka. Komisi tersebut bersidang

empat kali dalam se dan akan mengadakan sidang

khusus jika

an Perta ar utama
Akses P3

masalah
politH anggota

med_k  yang J tidak

anian UD

nggunaan

4 perdagaiCemme ]

perekonomia ‘(f:;

Pada

negara anggw

melalui tiga hal, vait

enlngkatkan

-velopment)

WTO mewajibkan
mrallsa51 pertanian
rtama, memperluas Akses Pasar
dengan proses tarifikasi (Tariffication) dan penurunan
tarif secara bertahap; kedua, pengurangan Subsidi Ekspor:

dan ketiga adalah melalui pengurangan Bantuan Domestik.
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Ketiga hal ini yang sering dikenal dengan 3 (tiga) pilar

utama Perjanjian Pertanian WTO.

1. Akses Pasar (Market Access)

Akses Pasar merupakan salah satu konsep dasar dalam

perdagangan inter membuka peluang bagi

persaingan 5in untuk bersaing

] - P{ aran Uruguay

: i fid kan yaitu

pet uasi dimd uan—-kete Q arif yang
m , g¥arus perda . A 1 sistem
jokis pa = , 2 ‘ beserta
ko dmitme e

‘nya tarigiher

prod”irtanian

di pas;

tels

satunya proteksi

yiuc;la Putaran
Uruguay, tarif pada

tingkat roduk tertentu,
pembatasan w n hambatan-hambatan
non-tarif. Oleh karena u, disepakati sebuah paket

“Tarifikasi” yang diantaranya mengganti kebijakan-kebijakan

7 World Trade Organization (WTO)/Organisasi Perdagangan Dunia,

Loc. Cit, hal. 5.
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non-tarif produk pertanian menjadi kebijakan tarif vyang
memberikan tingkat proteksi yang sama.®’

a. Tarifikasi

Akses Pasar dalam Perjanjian Pertanian diatur dalam

Pasal 4, yang berbunyi®':

“WArticle 4 — Ma

1. Mag S
relate ¢t ) 4
market ? C

k] ' 'l G

a 4 ¢ ined 1n Schedules
7. t
d O =
® / = O
O ordinary 11S1 S duties,

S, and to other

OE revert to

an ce g ed to be
co , 2 otherwise
PHO e fl Ana
; an Prtaniaderupakan
. , um. Seds an Pa | 4 ayat

ndamental ata proses
[ ]

Tari i, \ ’
ot hlum Putaran

Uruguay{iie Sicesdimepacac . i~ r mumor-" Siftuk non-tarif.

pﬂ wapuskan hambatan-
L !HI @)

non-tarif. Untuk itu

Putaran Ur
hambatan perdagang

disepakati untuk suatu paket vyang Dbernama Tarifikasi.

8 Ipid., hal. 6.

81 Walter Gooder, Op. Cit., hal. 222.

82 pasal 4 dari Perjanjian Pertanian WTO.

8 Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 68.
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Proses Tarifikasi adalah proses untuk merubah proteksi
menjadi hanya tarif saja. Sebelum Putaran Uruguay, proteksi
terhadap perdagangan internasional terdapat dalam berbagai
bentuk, antara lain tarif, kuota, bea masuk impor dan

proteksi non-tarif lainnya. Dengan digunakannya proses

Tarifikasi ini, it terhadap perdagangan

internasio ytuk tarif dimana

ngan proteksi

tarif | j | de i

sebel ' 1 ) dan prinsip

tanpa nge ailia [ without

dimana Takififlkasi . cpgecualian

iyan Versi cmta ik § barriers
ent .

S5 SER tar“g telah
an@WTO harus

tersebut harus

dise

waktu.® Dengan
WSus dan Berbeda,

jangka waktu untuk pengurangan

dikurangi a
berpegang pw
terjadi pembedaan dalam

tarif. Bagili negara maju, tarif yang telah disepakati dalam

8 H.S Kartadjoemena, Op. Cit, hal. 122.

8 Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C.

Mavroidis, Op. Cit., hal. 136.
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Schedule tersebut harus dikurangi sebesar 36% dalam kurun
waktu 6 tahun dengan minimal pengurangan 15% untuk setiap
produk pertanian, terhitung sejak tahun 1995. Sedangkan
bagi negara berkembang, tarif yang telah disepakati dalam

Schedule harus dikurangi sebesar 24% dalam kurung waktu 10

tahun dengan minima D

10% untuk setiap produk

pertanian. ol ] Yor. ge ang terbelakang,

tetap rif tersebut
dibeb 8710 I‘..lliII'
b. e Quota

dilakuka es TarifTKe . imbulkan

kak 2 ? aru akan

me pe 5 3 andingkan

peb proteksiffand Ja negara

anggMTO sepaksd C erais¥k kan Curr; nd Minimun
- )

Access Co pertanian mereka

1h
Untuk i

Commitments ini
Me Quota (TRQ). TRO

rendah untuk Jjumlah Dbarang

dalam Sch
di formulasikw

adalah pengenaan tarif

i

g

tertentu di dalam batas kuota dan tarif yang tinggi untuk

86 Ibid., hal. 137; Carmen G. Gonzalez, “Institutionalizing
Inequality: The WTO Agreement on Agriculture, Food Security and
Developing Countries,” Columbia Journal of Environmental Law 22(2002),
par. 453.
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jumlah vyang melebihi kuota. TRQ akan menunjukkan nilai
minimum (dalam jumlah kuota) yang boleh diimpor pada level
tarif rendah dan untuk barang yang diimpor melebihi kuota

87

akan dikenakan tarif vyang Dbaru. Dengan ditentukannya

tingkat minimal ekspor, maka terbuka kesempatan ekspor

kepada negara 1lain minimum 3% (tiga persen)

dari konsu O cess opportunity.

ersen) dalam

-
—
>

Kewajih a :

@ r QEota

‘l l(

G

¢

— L
. 0 oI O iy, "Chilia)
ﬁ" 0 nt

Gbr. 1 Tg S
4(: 3 ""I ] kan sistem TRQ.

Gambar diatas Apabila

barang yang diimpor kurang dari TRQ (sampai dengan 1.000

@)

ton) maka akan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh

87 Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 78.

% H.S.Kartadjoemena, Op. Cit, hal. 123.
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persen) . Namun apabila barang yang diimpor melebihi TRQ
(lebih dari 1.000 ton) maka akan dikenakan tarif yang baru
yaitu sebesar 80%. Berdasarkan negosiasi dalam Putaran
Uruguay, ukuran 1.000 ton disini diambil sebagai jumlah

dasar barang vyang diimpor berdasarkan minimum access

formula.

F:

an dalam Pertani?a Bantuan

adalah me

1ltmen n dalam

ng

id joF= o < paup bentuk

danga Si petsd ‘income

kepada pPEEan H gk vang HJI‘I dengan

prodw9 Dibid TS S b sidi v
ryr o "

semakin me agal macam Jjenis

diberikan

subsidi b

semua sekt #4

diterapkan secara Dberle

or maupun untuk
Fcersebut apabila
n, akan menimbulkan distorsi
pasar dalam negeri dan menyulitkan masuknya impor walaupun

tingkat tarif vyang dikenakan rendah.’® Negara-negara

8 H.S.Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 123.
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anggota WTO sepakat untuk tidak melarang semua subsidi
tetapi lebih condong untuk menentukan dispilin yang lebih
teratur dalam pemberian Bantuan Domestik. Pada satu sisi

ada subsidi yang tidak dilarang untuk diberikan kepada para

petani.
Jenis-jenis sulbs Bantuan Domestik mengambil
pendekatan aitu lebih dikenal

dengan Bantuan

Domeais

Bantuan Da oerdagangan

gga R . i 1 itmen.°®t

‘support

g cost

. Blue Box ﬁ'

Adalah

biasanya dikategorikan

market

nput and

tertentu vyang
Wi . Subsidi yang

agai Amber Box akan dimasukkan

° Ibid., hal. 124
°L Ibid., hal. 124; Walter Goode, Op. Cit., hal. 17.

°2 H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 124.
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ke dalam Blue Box 7jika subsidi tersebut juga menuntut
dikuranginya produksi dari para petani.

. Green Box
Adalah Bantuan Domestik vyang tidak terpengaruh atau

kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap distorsi

perdagangan, sehi perlu dikurangi.’® Subsidi
tersebut da e pemerintah dan
i ngen harga yang

idi terhadap

reen BO ¢ ur dalam

anian, e is-jenis
g alik ¢i Daftar

subsidi

dari Pe

mast

pkan ant!
L

untuk

a.
b. a
C. pw l]mm_an;

d. jasa infrastrukstu rmasuk Jjaringan listrik, jalan
transportasi, penyediaan fasilitas pelabuhan, pasar,

penyediaan air dan lain-lain;

e. pelayanan umum;

% peter Van Den Bosche, Op. Cit., hal. 586.
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f. bantuan bencana;

g. bantuan pangan domestik;

h. kebijaksanaan lingkungan hidup;

i. pembangunan daerah di bidang pertanian;

. bantuan investasi petani pedesaan;

(G

k. bantuan untuk pembangunan untuk negara

berke

&

O
0 d ntuan pangan

miutuhkan.

B P0ate Measte OEMSUDK t (AMS
r .‘ an omeSithink d1 3 dengan
Per % rtanian,

u 5
f 5. Me r {
AMb S A URAORLC, expres monetary

term”rvided e FL LGOI PETT a ] produiH favour of
the product l.é; A @% product or non-
of agricultural

WS dapat diartikan

stik yang memberikan keuntungan

h “annual

product-s

producers iw
sebagail besaran Bantuan
bagi produsen produk pertanian yang dinyatakan dalam bentuk

moneter. Namun tidak semua Bantuan Domestik dapat

% Annex 2 dari Perjanjian Pertanian WTO.

9% Perjanjian Pertanian WTO Pasal 1(a).
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diformulasikan ke dalam AMS ini. Ada Dbeberapa Bantuan
Domestik yang dikecualikan dari pengukuran AMS, yaitu jenis
subsidi vyang termasuk dalam kategori “Green Box” vyang
tercantum dalam Annex 2 dari Perjanjian Pertanian.

Komitmen negara-negara anggota WTO untuk melakukan

pengurangan terhadag bomestik ini diatur dalam

Pasal 3.2 d : ‘ 5, berbunyi:

shall
in @&
of e

S

6, a Member
ic producers
[ section 1

ara anggot Schedule

k

‘ = ;
sebo% dalam

majuﬁangkan -y |
komitmen pé '-(J?r-o seb

per tiga)

melakukan pengurangan

subsidi

u

dal e Box”,

idi negara

ciulkan untuk
:%:\- ekitar 2/3 (dua

aju dalam waktu
Wkan Schedule untuk
a

n Domestik, maka negara

yva

Kembang

,3

u
tersebut berhak untuk menerapkan ketentuan subsidi “Amber
Box” selama tidak melebihi Dbatas subsidi yang telah

disepakati dalam Schedule yang bersangkutan. Namun

° H.S.Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 44.
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sebaliknya, bagi negara-negara vyang belum memberikan
Schedule untuk pengurangan Bantuan Domestik, maka negara
yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerapkan
ketentuan subsidi “Amber Box”.’’

Tidak seperti pengaturan Akses Pasar mengenai

pengikatan tarif be Bantuan Domestik menerapkan

batas maks ¢ 1 pemberian Bantuan
Domesti
5

' ingga Daftar
; ' " AMS dan
buk D rkan besagan yang 3 uk tiap-
ti’ PP Dcrtaniaigh. ‘

m > T
aturan “g & A é ketentua‘mengatur

besaH?ubsidi nl LT erbolehkimagi negara
maju, besad l.é;l :%.\ »tal nilai produk

pertanian S antuan Domestik.
M‘ uV‘lng dibawah 10% dari
total nilai produk per

an maka akan dibebaskan dari

Komi

Dan bagi ne

°7 Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 394.

% Ipid., hal. 395.
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disiplin Bantuan Domestik sebagai penerapan dari prinsip

“de minimis”.°’

3. Subsidi Ekspor (Export Subsidies)

Pengertian dari Subsidi Ekspor, seperti yang tercantum

dalam Perjanjian Perd ' (e), yang berbunyi:

“Expon
export pekx

s contingent upon
subsidies listed

Disi dlan subsidi

Pertanian

si dari
hal ini
da’ JaCcu s5le yang di SscM

Agb, yaitu 3 PgT jian WTHmengatur
meng'yI subsidi.?

Che an maka vrtian dari

Subsidi EksBoalad

AN}

a Ig] ernment or any
public body v or price support
contingent up e conferring a benefit

on the recipient.’

% H.S. Kartadjoemena, op. Cit., hal. 44.

100 perjanjian Pertanian WTO pasal 1 (e).

101 Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 214.
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Mengenai lingkup dari Subsidi Ekspor terdapat dalam
Perjanjian Pertanian Pasal 9 ayat 1, yang meliputi:

a. Pemberian subsidi langsung oleh pemerintah atau oleh

lembaga-lembaganya, termasuk pembayaran sejenis, kepada

suatu perusahaan, industri, produsen produk pertanian,

koperasi atau

badan : s ekspor (Direct
Subs #d 1

tenian non-

en lainnya, atau kepada

pemer ) lembaga-
ykat daripada
bale for
Pri
b ata g ek SPO gt produk dan yang
d%i atas 2 i aKa pemerirgv‘baik yang
membeban. ’&: Tﬁ;\ keuangan publik,

termasu dibiayai dari

pendapatan V‘

tersebut atau dari

produsen pertanian
P pertanian dari mana produk
ekspor tersebut berasal (Payments on Agricultural
Exports) ;

d. Pemberian subsidi untuk mengurangi Dbiaya pemasaran

ekspor produk pertanian selain promosi ekspor dan jasa
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konsultasi yang tersedia, termasuk penanganan, perbaikan
mutu dan biaya produksi lainnya, biaya transport dan
pengiriman internasional (Subsidization of Marketing and
Transportation Cost for Exports) ;

e. Subsidi terhadap produk pertanian yang tergantung kepada

penggabungannya dg ang di ekspor (Subsidies

gent their

1nco| ' '
pasal Y9avatil (a Direct S
angsu a N ggilie an O

at peme © cgalad mbayaran

keberusahaa @ . g PEgdusen hadrtanian,

z N R PR rodusen inertanian,
-.il\ enunjang kegiatan

disini pertama

alam hal

o@merintah

dan kedua, secara

adalah pemer ﬂ

bersyarat untuk kegiatan

102 perjanjian Pertanian WTO Pasal 9 ayat 1.

103 Melaku Geboye Desta, Op. Cit., hal. 214.
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Bahwa jika harga jual atau disposisi yang ditujukan
untuk ekspor diberikan oleh pemerintah atau badan
pemerintah harga vyang lebih rendah daripada harga pasar

dalam negeri, maka hal itu termasuk ke dalam Subsidi Ekspor

pertanian
i nakan pada termasuk

ak yang o4 a@m terhadap

dalam Perjanjian Pe

Ad.c

vang dibia
pa hampir

dengan

Ad.d
Bahw

biaya pemas v‘

terhadap produk pertania

“iaya pengangkutan

pabila terdapat subsidi untuk

membantu pembiayaan pemasaran, transportasi dan

04 1pid., hal. 215.

9% 1pid., hal. 215.
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pengangkutan produk pertanian maka hal ini termasuk dalam

Subsidi Ekspor menurut Perjanjian Pertanian.'®®

Ad.e

Pengaturan mengenai subsidi atas produk pertanian

dengan mensyaratka atas ekspor produk vyang

7107
’

lain. Subsgi ream Subsidy

yaitu . ¢ k produk lain
yang = d ptoduk lain,

oroduk T VieRdNE disubsi b liknya.
V hedul peggurangan Sd Ekspor,

anjiaan =ertanian ueh siza ratkan gara-nggara maju

un engurangi afpgga fB@a@ran untuk "SUB i Ekspor

seb 36% da am bent lume atau

pembat'dn

menerim

f? “ h produk yang
Sasier= engenal Akses
Pasar, pers idi ekspor dengan

prosentase terten erapkan pada komoditas
tertentu. Penerapan disiplin dalam Subsidi Ekspor

menentukan kewajiban sebagai berikut:

%6 1pid., hal. 215.

07 1pid., hal. 216.
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a. Negara-negara maju harus menurunkan 36% dari nilai
anggaran subsidi yang semula diberikan dan menurunkan
subsidi sebesar 21% dari seluruh kuantitas vyang di
ekspor vyang memperoleh subsidi ekspor dalam waktu 6

(enam) tahun;

b. Negara-negara bes cewajiban untuk menurunkan

sebesar

:f i ) aku untuk negara
ma’j Sé 2 . en budgetary
ukp 4 ' i ) vang diberi

o enuruna Yarus _dilakaka am kurun
Nan

s
o

#0" tahun.

di

a-ng ewajiban

menur ek a tidak

‘oolehkan B 3

M? mereka.

D DIFFERENTIAL

TREATMENT)" "

Prinsip Perla Berbeda (S&D Treatment)

telah diatur dalam Pasal XXXVI-XXXVIII dari GATT 1947

sebagai salah satu aturan main dalam GATT untuk menjamin

9% carmen G. Gonzales, Loc. Cit., hal. 455.
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199 Bahwa

kelancaran perdagangan internasional yang terbuka.
pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-
negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk

meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Hal ini

dimungkinkan karena adanya perbedaan tingkat pembangunan

(level of developme negara maju dan negara

berkembang. diberikannya masa

transi [ i . Juga adanya
& i : mereka siap

mplementd : ersebut.
i Perlakuan . X 3 untuk
a2 I negara

O na itu,
neg

gara maj 4 A |ty SR danya resdas dalam
memberlkan ’(JE}T ) :iﬂ‘

nya denge aERCgara li”‘bang
perdagang
berkembang. '.‘ ‘.

dan

apusan hambatan

negara-negara

199 g, s.Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 17.

110 pirektorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional,
“Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO,” Buletin DJ KPI (5
Januari, 2006), <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=
news_detailé&news content id=408&detail=true>, par. 9.
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Sekretariat WTO telah mengklasifikasi 6 tipologi yang
menjelaskan tujuan dari Perlakuan Khusus dan Berbeda,
yaitu:

1. Ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan peluang

perdagangan bagi anggota negara berkembang. Ketentuan

ini mencakup sem ang dilakukan oleh negara

peluang-peluang

D embang.
melindungi
Ke 9 11 adalah

anggot a

31N A IS{OROFT

gan _nega

tindak \ negara
an oleh
ang rkembang

‘t terlindfllbl . d

BHFibilitas Haqgi : negara lc‘”bang, baik
4-':’- , F‘.\ rumen kebijakan.

indakan negara
Walui pengecualian-

in yang harus diterapkan oleh

berkembw

pengecualian dari
anggota pada secara umum.

4. Periode waktu transisi. Ketentuan 1ini Dberhubungan
dengan pengecualian durasi waktu dari disiplin yang

secara umum diterapkan. Kepada negara Dberkembang
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diberikan waktu penurunan tarif vyang lebih lama
dibanding negara maju yakni 10 tahun.

5. Bantuan Teknis. Mengenai bantuan teknis, negara maju
telah sepakat untuk memberikan bantuan teknis kepada

negara berkembang dan terbelakang. Hal ini karena

tingkat perkemnk el of development) tiap
negara
egara yang
efentuan ini
nnya hany , 3 rbelakang

s€esual dendan

at i ] 3 S cbeda 1ni

di am  Pa ] 3 n Pe¥ Pasal 15

Pebn Pertan @l .m ap W& hwa Penederlakuan

Khus'm?n Berbe JEmSd €alam ranv_pengurangan
subsidi - ﬁ - :i.‘ dalam Schedule

dari masi ar nerapan prinsip

Perlakuan KhM‘ ' itemukan dalam hal:

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional,
“Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO,” Buletin DJ KPI (5
Januari, 2006), <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=
news_detailé&news content id=408&detail=true>, par. 9.

111

112 perjanjian Pertanian WTO Pasal 15.
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1. perbedaan jangka waktu untuk penerapan suatu Schedule.
Jangka waktu penurunan subsidi untuk negara maju
ditentukan 6 (enam) tahun, untuk negara berkembang
ditentukan 10 (sepuluh) tahun.

2. perbedaan penurunan besaran subsidi dalam Schedule

yvang diterapkan dituntut untuk melakukan

an dengan negara

penurug
: g dibebaskan
) idi namun
i erbolehk3d menaikkan

Opayakan

Ohe =Jdra—negara

ptarad melalui
Tq enga al % Kelompok
ne gara berk aefigh i untuk Jkukannya

iFageyl negara—n@berkembang
@1’; £ @dan subsidi untuk

ategori Special

TindHrPengamana
dan adanya ‘-(J_’o?:

1. Tindakan Pengamanan Kh (Special Safeguard Mechanism)

Secara umum, pengertian dari “Safeguard” adalah hak
darurat untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan

impor vyang menimbulkan kerugian yang serius terhadap
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industri domestik.'*®

Syarat utama vyang harus dibuktikan
adalah Dbahwa produk impor tersebut secara absolut atau
relatif mengikat dan menimbulkan kerugian atau mengancam

kelangsungan hidup industri dalam negeri. Tindakan vyang

diperkenankan untuk diambil dalam rangka menghambat impor

tersebut adalah deng tingkat tarif, tarif kuota
dan kuota.'}

ditetapkan

rhadap impor

Pertani r bahwa

erbolehka engambil
0 a penurunan

of ang g dapat

meb petani g g8l uan mengdngamanan

Khusuiatur dal@d ] j vman yaitu
‘(:_?- I xdasarkan Pasal 5

mengenai Sg

di

ayat 1 d
melakukan tw

sebagail berikut:

p negara dapat

beberapa pilihan

113 fg.s.Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 165.

HHwwTOo dan Perdagangan Dunia,” <http://www.ditjenkpi.
depdag.go.id/ppiriss/application/sc 14.asp?pr=111>, 2003.

15 pirektorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, Loc. Cit.,
hal. 27.
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1. Berdasarkan kuantitas, apabila terdapat kenaikan volume
impor ke negara tersebut melebihi suatu triger level
yang sama dengan 125% dari Jjumlah rata-rata selama 3
(tiga) tahun sebelumnya sesuai dengan data yang tersedia

atau 125% dari minimum access opportunity; atau

2. Berdasarkan kua harga, apabila terdapat

kenaikan .. £ dalam domestic

cCurreg

c Lce yang sama
atbpai 1988.

sus ini
Tindakan

Fnpor dan

harga ngamanan

yerlu me <o, M dan dan yang

diak'”rnnya s dv dilakukan
19 "’.?: 5 @¥% \ )

seketika.?l an Pertanian juga

mengatur
yang sedang w

kontrak vyang dibuat se

dipermasalahkan

w berdasarkan suatu

adanya pengenaan additional

duty harus dikecualikan dari tindakan pengamanan.

116

Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, “Mekanisme
Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K-33: Sebuah Gagasan,” hal.
317.
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2. Special Product

Special Product merupakan suatu proposal dari negara-
negara berkembang yang tergabung dalam G-33 sebagai bagian
dari pelaksanaan prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda.

Rancangan Modalitas yang pertama mencantumkan produk-produk

ategori Special Product.

khusus vyang terma
meminimalisasikan

Negara—-nega S : e.. : s y

penuru S 3 d i 10% dengan

mini 2 3 i ' ] ap berusaha

unt menaikKka 1 d bagi = Juk  yang

ti daTaom kategdEil SpecialfProduct TEPS
n R enyata A fPeneife 2e 1 ak

Be tig 113 ' leme Hal 1ini
di‘an adanyg

Khusus dan

o B8 oSl o dlEongan yadp besar

anta ?egara be O Vacz2he menuntuiﬂknya agar

memperoleh :\L’ eda dengan negara

tersebut. Bagi
lMus dan Berbeda ini

jangka waktu penerapan

maju yang

negara berkew

tidak hanya sebatas

P rian
perjanjian vyang lebih panjang namun lebih ke arah

pengecualian-pengecualian lain yang sesuai dengan tingkat

17 wThe G-33 and The Issue of Special Products in the DDA
Agriculture Negotiations,” 2006 Legal Seminar Series, ITAP Legal Team,
7 Desember 2006.
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pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, salah satu
paragraf dalam Deklarasi Menteri Doha memberikan mandat
untuk meninjau kembali semua ketentuan mengenai Perlakuan
Khusus dan Berbeda dengan tujuan untuk menjadikannya lebih

tepat, efektif dan operasional.''®

D. PERKEMBANGAD
PADA PUTA

S ‘ tahun 2003,

per ) ' grtuju pada
mengemba k3 omentum Putaran

ceka menglisahdken r arafl : ibentukan

( Ut g segera

uil

DIBIDANG PERTANIAN

yan yang

2004 neg gota WTO

O tentavgram Kerja

ng  lebih dikenal

gram Kerja Doha

Mnlan, akses pasar

(Non-Agricultural Market

meliputi isu W

bagi produk non-pert n

Access/NAMA) , isu pembangunan dan implementasi, jasa,

% pirektorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, Op. Cit.,
hal. 69.

1% Ipid., hal. 81.

73

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



Fasilitasi Perdagangan, TRIPs (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), Badan Penyelesaian Sengketa,

° Khusus untuk isu pertanian,

dan isu lingkungan hidup.?
Program Kerja Doha memiliki kerangka kerja perundingan

untuk menyepakati ketiga pilar utama vyaitu pemotongan

Bantuan Domestik negara maju, penghapusan
dan mengupayakan
keseim op. i doY ecial Product

epentingan

Program

per 2005,

Iding da upaya

me~ kesepaka il oo b ol o s Pertad

an Akses
Pasau' produk g ™ Hal 'ﬂt dipahami

?l inlh-
mengingat Xk #@ :ﬁ;‘ kunci yang dapat

membawa
Program Kerw

Sebagai upaya lanjuta

es perundingan
iMngle undertaking.

ntuk  menghasilkan modalitas

dibidang pertanian, telah diselenggarakan serangkaian

120 Ibid., hal. 81; “The Doha Declaration Explained,”
<http://www.wto.org/dohaexplained e.htm>.
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Pertemuan Informal Tingkat Menteri di Jenewa. Dalam
pertemuan ini pun, kegagalan kembali terjadi yang ditandai
dengan berakhirnya Pertemuan lebih awal dari yang
dijadwalkan serta pembahasan yang dilakukan hanya terbatas

pada isu pertanian saja tanpa membahas isu lainnya.

Fokus utama pad ja Doha adalah pada bidang

pertanian. J d ¢ Tk isu yang sangat

kompl ¢ konomi tetapi

Jjuga k ' um dapat

ahwa te ololcyFil e - am Kerja

i atkan POSisi
s 2 T ik

Jerak mempe berbedaan

-
balam is e A " o B Bantuan‘cik pada
bidauirtanian g3 LK SE Pasar bg”roduk non-
. ‘r’a&? m‘%‘ terhadap Dbidang
hanya disektor

‘im bidang pemberian

ga menyebabkan terdistorsinya

=0 a utama

r opay, Sndh : razil yang

pertanian
pertanian
tarif dan ﬂ
subsidi yang Dbesar

pasar produk pertanian di tingkat internasional.'?' Sebagai
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contoh, Amerika vyang tidak memberikan sikap vyang Jjelas
mengenai besaran penurunan subsidi pertaniannya namun
sebaliknya, Amerika menghendaki agar negara berkembang
terlebih dahulu menurunkan tarif bagi produk non-pertanian.

Dalam menyikapi semakin kerasnya posisi negara-negara maju

dalam perundingan, &

berkembang yang tergabung
dalam alia s n didalamnya tetap
menekanke ‘ ] p e Agenda yang

merupa ) efigedepankan

egara be

Program

akhirn¥

pade Direktorat

J pemithi engusulkan

semen ' g tidak

di n (indg proses

1Mi semakin

perqun Progrd
menyadarkan l’g

kelangsungan

121 Gusmardi Bustami,

Development Agenda (DDA) di WTO:
di tahun 2007/2008,” par. 19-20.

embangan Terkini Perundingan Doha
Upaya Terakhir Penyelesaian Doha Round

122 G-110 terdiri dari: G-20, G-33, African Union, Negara-negara
Afrika, Karibia dan Asia Pasifik, Negara-negara tertinggal, kelompok
Negara-negara kecil dan rentan secara ekonomi (Small and Vulnerable
Economies) .

123 pirektorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,
Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, Loc. Cit.,
hal. 88.
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perundingan Program Kerja Doha sangat terancam untuk
gagal.124

Perkembangan terakhir mengenai Prgoram Kerja Doha ini
yaitu pada bulan Februari 2008, Ketua Perundingan Bidang

Pertanian telah mengeluarkan draft terakhir dari Modalitas

Pertanian vyang be a untuk memotong Tarif,
Subsidi vya dan  ketentuan-
ketent rogram Kerja
Dohg : . g terakhir

Ng siasli dan

ra gd@nggota 3 ti pada
u ng 'O. Draft

a d kembali

an pertejifieén, lqg3asi guna das draft

Moda'luI unci kei”ilan dari

~odf

ini.
perundingamn ¢

,‘E’-—' dang R

adanya  koreksi

terhadap

berkembang, W

aju dan negara

am.bang juga dapat

berpartisipasi dan Dber etisi secara efektif dipasar
internasional. Bersamaan dengan itu juga  dibutuhkan
perlindungan bagi negara-negara berkembang, seperti

124 pirektorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, Op. Cit.,
hal. 88.
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Indonesia, untuk memberikan proteksi bagi produk-produk
pertaniannya yang pada umumnya dihasilkan oleh petani-
petani kecil dan miskin. Diharapkan dengan dimulainya
kembali pembahasan Modalitas pertanian, dapat memberikan

titik terang bagi keberhasilan Program Kerja Doha.

Perjanjian Pe gai instrumen wutama dalam

pengaturan anian antara lain
mencak an Domestik,

Subsiid bklan dengan

&8s kannya dapat
berdagangd ompetisi
sistem

sebagai

A ShaL plementasdrjanjian
dz kon51st6ﬂvi‘dak dapat

onesia dalam WTO

Perggnllg

dlpungklrl

secCara um

telah membam

lebih jauh akan dijelask

tanian khususnya
.Haupun negatif, vyang

lam bab selanjutnya.
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BAB IV
ANALTISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA
BAGI INDONESIA
A. ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN

1. Perjanjian Pertanian sebagai Lex Specialis terhadap SCM
Agreement

SCM Agrecme gkaian ketentuan vyang

mengatur terhadap barang

secara L J merupakan
ser) ‘ ' ng S mengenai

Anian secara

Pada dasarnya u

persetujuan aku juga
-prod : : an . i jika ada

gan antargike ; 11 ddpat dalam

SCM , ?ment da ‘-' : 4 . innya de Perjanjian
Pertan‘d ﬁm‘i‘ g hdapat dalam
Perjanij pertanie z & cuan. Dengan

demikian kegud i ian terhadap SCM

Agreement dalam h x specialis derogat lex
generalis. Untuk mendukung premis ini ada beberapa hal yang
menjadi pertimbangan, vyaitu pertama, Dberdasarkan pada

interpretasi dari Pasal 21 ayat (1) dari Perjanjian

Pertanian yang berbunyi:
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“The Provisions of GATT 1994 and other Multilateral
Trade Agreements 1in Annex 1A to the WTO Agreement
shall apply subject to the provisions of this
Agreement.”*?®

Ketentuan 1ini menegaskan bahwa Perjanjian Pertanian dapat
mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam GATT 1994

dan perjanjian multilate lain yang terdapat dalam Annex

1(A) dari Perse j . ] ; . ditekankan pula oleh

Badan Pen enganalisa kasus

uskan bahwa

ral Trade

. 1 apply

S Agree - to the

griculture captadl specific
. T, 126

othe

ters ody WTO,
Warlk kesi . ika Perja dertanian
tela gatur & : . =ngenai SU terhadap
= S
produk pe . inya Perjanjian

Pertani

SCM Agreemen'.

sejalan dengan fakta

erdapat dalam

‘erpretasi ini juga

alam WTO, produk pertanian

125 perjanjian Pertanian Pasal 21 ayat 1.

126 wTO Appellate Body Report: European Communities - Regime for
the Importation, Sale and Distribution of Bananas, AB-1997-3,

WT/DS27/AB/R, Adopted by Dispute Settlement Body, November 17 1997,
<http:// www.ejil.org/journal/Vol9/Nol/srle.rtf>.
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mendapatkan perlakuan khusus, dengan serangkaian peraturan

7 Jika dilihat dari konteks

dan rezim vyang berbeda.’
perjanjian WTO secara menyeluruh, pengaturan mengenai

subsidi terhadap produk pertanian diatur dalam perjanjian

terpisah vyaitu Perjanjian Pertanian vyang dinegosiasikan

secara terpisah da Dengan demikian dapat

diasumsika ini masing-masing
ingga apabila
itu maka

rtanianla

mbangan ] 3 rlakukan

apannya.

am kasus

diatH?hwa kete
produk per® *EEF ‘erjanjian Pertanian

dari ketentuan-

% cara keseluruhan.'?®

wa maksud dari para perunding

bertujuan

ketentuan yw

Bahwa perlu diperhatikan

127 Felipe Serrano Pinilla, Jose Fernando Plata Puyana, Rafael

Jose Rincon Ordonez, “The Never Ending Agricultural Trade
Liberalization: Three Substantial Problems,” Pontificia Universidad
Javeriana, 2006, hal. 421.

128 1pid., hal. 422-423.
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Perjanjian Pertanian adalah  membuat pengaturan yang
terpisah antara subsidi yang berlaku terhadap barang secara
umum dan subsidi vyang berlaku terhadap produk pertanian
secara khusus. O0Oleh karena itu dapat disimpulkan Dbahwa

Perjanjian Pertanian merupakan Ilex specialis dari SCM

Agreement.

2. Ketentuan dalam Perjanjian
Pertanig

a. P !=_ h. ’ : af@iterhadap SCM
sal E ' terdapat

je H dikenal

mengenai

3lam SCM

hsidi H produk

bahwa s

pert'HI 129 KlausH

yang t.ggo f.‘_:? Bt :1‘:_‘% an Sub51d1 Ekspor

memenuhi

tersebut har 1‘

balasan menurut SCM Agr

ang subsidi

ian maka subsidi
Wkum atau tindakan
t. Hal serupa juga ditekankan
dalam pasal 5 dan 6 ayat (9) dari SCM Agreement yang

berbunyi:

129 Hilton Zunckel, “The Reform of Agricultural Subsidies Lights

upon Pandora’s Boxes,” September 2001, hal. 44; UNCTAD, Loc. Cit., hal.
43,
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N[

This Article does not apply to subsidies maintained on
agricultural products as provided 1in Article 13 of the
Agreement on Agriculture.”

Disini terlihat bahwa Pasal 13 dari Perjanjian Pertanian

merupakan klausul yang melindungi pemberlakuan subsidi dari

upaya hukum yang diai M. Agreement.

b. Akiba usul Damail dalam

Damai
sejak
yaitu

2004.

De Khir
dibnyimpang
upay'HJJm baik
maupun men 4(3;

berakhirn

pada subsidvt

Subsidi Ekspor.

tind idi yang

Pertanian Ji kenakan

rtari Utu sendiri

Pe
“h gah lebih lanjut,

nimbulkan akibat

Uituan Domestik dan

an

Untuk subsidi vyang tergolong dalam Bantuan Domestik
kategori Green Box, maka dapat diajukan upaya hukum sesuai
dengan Perjanjian Pertanian apabila terbukti subsidi vyang

dilakukan menimbulkan distorsi terhadap pasar atau subsidi
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yang diberikan lebih besar dari batas de minimis yang
disepakati vyaitu sebesar 5%. Dengan berakhirnya Klausul
Damai maka dapat ditindak pula menurut SCM Agreement
apabila subsidi tersebut terbukti menyebabkan kerugian

sesuai dengan Pasal 5 SCM Agreement. Sedangkan untuk

subsidi yang tergolqQa an Domestik kategori Blue

Box dan Amb akan menghadapi
resiko lasan menurut

psidi  yang

able Subsi

dalsa claksanaan

ggotd ndonesia

an komit vang telah

erseantuk tiap-

dlbuatqlam :i\

tiap negazra “a i 20U Legmo Commitment.

an Schedule of
;e ule of Commitment XXI

tarif vyang diikat (Bound

kewajiba

Untuk Indo
Commitment XXI,
tersebut akan terlihat pos-pos
Tariff) dan vyang akan diturunkan. Sejak keikutsertaannya
dalam WTO, Indonesia telah menyesuaikan pengaturan mengenai

produk pertaniannya sesual dengan aturan main yang sejalan

dengan Perjanjian Pertanian. Hal ini terlihat dari
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pelaksanaan komitmen dalam hal Akses Pasar, Bantuan
Domestik dan Subsidi Ekspor yang diberikan oleh pemerintah
Indonesia. Dalam hal Akses Pasar, Indonesia termasuk negara
yang melaksanakan penurunan tarif secara Dberkala dan

konsisten dengan Perjanjian Pertanian. Oleh karena 1itu,

dapat dikatakan da dengan tarif vyang sangat

rendah, 1In

gara yang membuka

lebar : Jjutnya dalam
bids g ohiesia tidak
aatkan ) ; dalam

maksima

Pertania

dengan

oleh

al ini merupakan
tujuan dari WTO 1 . tercapainya liberalisasi
perdagangan internasional. Dengan demikian, hal ini tentu
saja menimbulkan implikasi bagi Indonesia. Implikasi-
implikasi vyang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia
dalam Perjanjian Pertanian akan dijelaskan pada Dbagian

dibawah ini.
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B. IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PERTANIAN BAGI
INDONESIA

1. Komitmen Indonesia dalam WTO terkait dengan Perjanjian
Pertanian

Indonesia merupakan salah satu anggota WTO dan yang

telah meratifikasi S an Pembentukan WTO melalui

Undang-Undang

o dengan keanggotan
dalam ) perubahan-
perub lam Schedule

Tl 2 > j ' i kepada
AksesWPa J

- 2N Y

secara

uka bidang ta sia menerWrif yang
[

diikHBound Ta 80-90¢% arif vyang

diimple!as' ! ; ebesar g, 3t

Secara eras, diikat

dengan tarif yang

130 M.Husein Sawit, “Melindungi Industri Padi/Beras: Menerapkan

Tarif Kuota dan Memerankan STE,” Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3
No. 4 (Desember, 2005), hal. 298-312.

131 WTO Trade Policy Review Body,”Trade Policy Review Indonesia,”
No. WT/TPR/G/184, (Mei, 2007), <http://www.wto.org/english/tratop e/
tpr _e/tp285 e.htm>.
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diimplementasikan hanya sebesar 40% saja.'’? Sedangkan untuk

produk pertanian berupa gula, diikat dengan tarif sebesar
95% namun tarif yang diimplementasikan hanya sebesar 60%.
Kedua produk pertanian tersebut dijual dengan harga Rp.

430/kg untuk beras dan Rp. 700/kg untuk gula. Sedangkan

untuk produk pertani if yang diimplementasikan

Jauh  lebih er : an  kedua  produk

terseb d 1N ro anian berupa
kacs i _piahl 1amun dalam
1lmplemen RS al0s atau t€ . arif yang

1kan.® e at dari tarif,
tg bak sangat
a dit yan g diikat

A lag @Bk produk ped. Bahkan
ivsebesar 0%

;El‘-\ ali. Oleh karena

dapat dikatakan

anat membuka lebar

u rapa prods
yang artiny (&'

itu, dala
bahwa Indon W

perdagangan produk perta

£
dab yang di
anto

132 Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan

pada tanggal 28 Agustus 2007, Dbertempat di Gedung Departemen Luar
Negeri RI.

133 Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, “The Implementation of
Trade Liberalization in Indonesia,” Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 4
no. 4 (Desember, 2006), hal. 259.
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Dengan diterapkannya tarif yang sangat rendah terhadap
produk pertanian di Indonesia, hal 1ini memicu masuknya
produk-produk pertanian dari negara lain ke Indonesia.
Dampak lain dari hal ini adalah harga dari produk pertanian

yang masuk ke dalam pasar Indonesia menjadi lebih rendah

daripada harga yang igga harga produk pertanian

impor menij; ‘ - an harga produk

pertani cibet buruk bagi
persdi 4 di pasar

Ind

tind Tari
291 produk per

rif yang
Indonesia

ani

su Rp/Kg)

2002/04

Rp. 430

Rp. 700
5
Kacang 0

Kedelai

Jagung 0
Gandum 0

b. Komitmen d

TRQ adalah ben perdagangan, tetapi bukan

sebagal pembatasan kuantitas (quantitative restriction) .'®°

134 1pid.

135 Sumber: Buku Daftar Bea Cukai Indonesia tahun 2004,

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
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Dalam TRQ, tarif ditetapkan lebih rendah dalam Kuota (in-
Quota), dan lebih tinggi di 1luarnya (out-quota) sehingga
TRQ dianggap lebih transparan dan tidak menutup pasar. TRQ
pada umumnya banyak dimanfaatkan oleh negara maju dan

negara berkembang untuk melindungi industri domestik

mereka. Seperti halp elandia yang menetapkan 109

pos tarif

- sebanyak 23 pos

tarif, erikat 54 pos
menca C komodi mendapat

da usu. " # akses
in—-quota

ta desar ff yang

di‘ebagai
180%%

perjanjian *’é?

kemudian

aturan WT

e
dalam batas w

136 M. Husein Sawit, Loc. Cit., hal. 301.

137 WWTO Agriculture Negotiations: The Issues, and Where Are We

Now,” (2004), <www.wto.org>.

138 M. Husein Sawit, Loc. Cit., hal. 301, Hal ini juga telah
dikonfirmasi oleh Bapak Armanatha Nasir dalam wawancara yang dilakukan
pada tanggal 28 Agustus 2007.
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c. Komitmen dalam Bantuan domestik

Perjanjian Pertanian tidak melarang semua bentuk
subsidi kepada produsen tetapi lebih ke arah menentukan
|| 139

disiplin vyang lebih teratur dalam Bantuan Domesti

Indonesia telah mengimplementasikan subsidi vyang termasuk

dalam Bantuan Domests g dua bentuk yaitu pertama

untuk kelom kelompok Green

Box.**? b]. : : \mber Box, perlu
dipe 3 33 : f subsidi  de
] u batas i mea g dikenakan

khusus

oenurunan pab

¥gara - Siito & n ¢ i ' Jozi nilai

14

o) Perta enera ber  Box

suberhadap did O d tu beras dla. Pada

tahu”f, tingkatsée . uk komoduluﬁ‘ras adalah
sebesar 7% # :i.\

- R\

13974 to Pranolo, “Pembangunan Pertanian dan Liberalisasi
Perdagangan,” (Februari, 2000), <www.geocities.com/mma5ugm/Pembangunan
Pertanian.pdf>, hal. 4.

M%Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, Loc. Cit., hal. 260.

l7ito Pranolo, Loc. Cit., hal. 4.
2M. Husein Sawit, “Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO:

Proposal Harbinson,” Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1 (Maret,
2003), hal. 41-53.
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Kedua adalah pemberian Bantuan Domestik vyang masuk
dalam kategori Green Box. Indonesia menerapkan Bantuan
Domestik untuk kategori Green Box dalam hal bantuan dana
untuk peremajaan tanaman, pemasaran, penyuluhan dan

perbaikan saluran irigasi.'®® Selain itu, Indonesia Jjuga

menerapkan program g a adalah “Beras Raskin”.

“Beras Ras masyarakat miskin

yang e : hfuntuk membantu
mas i agar mereka
kan berds ] memenuhi . Beras

asal dar 0

gud og dan d

haagie d Program

a1

mas

b vaitu dgii@m, 28g ba an pangand

aid) "Jgram ini G ; otifikas'vWTO dengan
, T St

nama progra Or- diimplementasikan

kategori

tic food

D)

2001. Dan sejak

y'ti kan dengan nama

sejak bul

Januari ZOOM

'3 Budiman Hutabarat, et.al., “Laporan Akhir Penelitian TA 2006:
Analisis Notifikasi dan Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO,”
(2006), hal. 6.

144 “Tentang Raskin,” Tempo, Senin, 14 Agustus 2006. <

http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2006/08/14/nrs, 20060814
01,id.html>
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program “Beras Raskin” sebagai program perlindungan sosial
(social protection program) .'*’
Fasilitas lain yang dapat digunakan adalah bantuan

langsung, vyaitu suatu program untuk membatasi produksi

suatu komoditas. Fasilitas ini termasuk dalam kategori Blue

Box namun Jjarang dig egara berkembang termasuk

Indonesia. satu dari  negara
berkem fasilitas-

fasid i s f ) .6 ah Pertanian

. as dika¥ewaka kemampuan
fi f Pnesia Scne g tidak
< Baaftaa pme st pada para

nen dalam S 7

ol

d. Kemi
dien B ko1 O L8 % al  pe erhh Indonesia
£y Ay §

yang tida T=Vetusasic 2 k e e pantuan dalam

bentuk Subw ,@.
‘.’

Indonesia tidak

45 Trade Policy Review by Government of Indonesia No.

WT/TPR/G/117, (28 May 2003), hal. 15.

146 Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan
pada tanggal 28 Agustus 2007, Dbertempat di Gedung Departemen Luar
Negeri RI; Tejo Pramono, “Identifikasi: Periode Liberalisasi
Perdagangan dalam Kasus Beras Indonesia,” 2007, <
http://www.fspi.or.id/index.php?option=com content&task=viewsid=161l&Ite
mid=38>, par. 4.
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mengalokasikan dana untuk Subsidi Ekspor.'*’

Perkembangan
terakhir dalam pilar Subsidi Ekspor, telah disepakati bahwa
batas waktu penentuan modalitas penurunan Subsidi Ekspor

sampail dengan tahun 2013.

Jika dilihat dari implementasi Perjanjian Pertanian di

Indonesia, dapat di pesia merupakan salah satu

dari negara pemasaran produk
pada dasarnya

pertani ( } g
suda i
campur S nternat10Mal*™ Mg ary Fund

ukang lebih

Bank Dunidfkte dapdpemerinta Sejak
1997,
pe Indo kep® dan Bank

Dbtuk mens SEB i1 M Al perekon&asional.

Keduurbaga doie D 5ada akhlivmemberikan
komitmen ba Isj?-a a b { :%L‘ package” senilai

USS 43 milH eminta Indonesia

untuk melakw ]mblj aksaan ekonomi

makro yang tentunya awa pengaruh pada perubahan

kebijaksanaan pembangunan pertanian. Komitmen Indonesia

dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998, mensyaratkan

17 1phid.
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adanya penurunan tarif untuk semua Jjenis pangan menjadi

maksimum sebesar 5% (lima persen).148

2. Implikasi Pemberlakuan Perjanjian Pertanian Bagi
Indonesia

Sejak keikutsertag

Indonesia dalam Perjanjian

Pertanian vyaj

sampai saat ini

Indonesi { } sesuail dengan
atura menimbulkan
‘ hal-hal

si dalam bidang ses Pasa

- Sebe dibéa IE ’ Perjan jisan rtanian,

donesia

]
.ﬁara pengs Namun pada tghiun 1998, tiga

im setela iy, ] 'arh’n Pertanian,

C dz a9l Ssebagar Ty pengekspor beras

tetapiv' ﬁ v pengimpor beras

terbesar di it ""-"‘ s menunjukan bahwa dalam

at kesembHlFa sebagai

era perdagangan Dbebas saat 1ini, Indonesia telah

menjadi negara pengimpor beras terbesar dengan

18 Tito Pranolo, Loc. Cit, hal.2.
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tercatat 4.8 Jjuta ton Dberas diimpor pada tahun
1998/1999;

- Pada masa krisis ekonomi di tahun 1998, pengurangan
tarif impor untuk beras mencapai 0% dengan tekanan

dari IMF (hal vyang sama Jjuga terjadi untuk produk

149

gula, kedelai, dum) ;

- Pada mpor atas beras
agi harga rata-
30y kg. Namun

Jatuhnya menjadi

.800/kg "lemb a ndonesia

njadd 2 .40 C 0

arusnya
up d un a untuk

@
" .
O
‘aikkan ta i A tf oleh IMEdni jelas

wjnjukkan gy donesia siv menderita
denga ,{o‘?- of: | SAE'1 o:‘iox.‘-‘- gan untuk produk

per 1

tetap tidak beruba

donesia tercatat
w tarif untuk beras
etap di level 30% walaupun di
WTO, Indonesia mengikat tarif wuntuk Dberas sebesar

160%. Untuk menstabilisasi harga beras agar tidak

9 Bonnie Setiawan, “Indonesia under AOA-WTO Regime,” hal. 6

<http://www.globaljust.org/pdf pertanian/Rejim$20AOA-WTO English.pdf>;
Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, Loc. Cit., hal. 258.
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terus melonjak naik, Pemerintah melalui Perum BULOG
tetap mengupayakan program stabilisasi harga beras
yaitu Operasi Stabilisasi Harga Beras, Operasi Pasar

Khusus dan Beras Miskinwo;

b. Implikasi dalam bis Domestik

- Pada ] ‘ ok Indonesia telah
yaitu dalam

ngfungisida.

menyebabian tmelonjaknya ksi bagi

petani. Risamping® itu beberapa

pora

i k O mus . i g gagal
renaks 3 3 flisers wereng
‘bat dariSurs H Sy PSEdi untukdsida dan

wisida. Ontuk tanamaﬂmra petani

membu -:i‘ Jjam dari Kredit
a

%. Namun disisi
gagal panen dan k

.Wan dengan resiko

ak mampuan untuk mengembalikan

hutang dan bunga;

130 wpirjen: Harga Beras diperkirakan turun pada Maret 2008,”

Antara News, 8 Februari 2008, <http://www.antara.co.id/arc/2008/2
/8/dirjen-harga-beras-diperkirakan-turun-maret-2008>
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- Tingginya biaya produksi akibat dari dihapuskannya
subsidi oleh pemerintah dan harga vyang diterima
petani untuk gabah tidak membantu menaikan standar

hidup mereka;

c. Implikasi dalam bidang osidi Ekspor

Dalam prakte c 2 2 b finansial, negara
berkembs anyak menawarkan

o) karena 1itu

anfuan khusus

ih yang

Kasi dilua

ini tiv

Sehingga ter ebutuhan Indonesia akan
beras sangat bergantung pada impor dari negara lain,

dimana 55% dari pasar beras di dunia dikendalikan

°! Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan

pada tanggal 28 Agustus 2007, Dbertempat di Gedung Departement Luar
Negeri RI.
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oleh tiga negara ekspor beras terbesar yaitu Amerika
Serikat, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu
ketahanan pangan adalah sesuatu yang harus

diperjuangkan oleh Indonesia;®*?

— Kedua vyaitu proposal mengenai Perlakuan Khusus dan

Berbeda yang g puangkan oleh Indonesia dan

negaxy i prelalui mekanisme

a husus. >3

C. n PERJANJIAN E NJAUSDAR PENTINGAN

telah dlsewan enam
i ™) g mefupakan forum

WTO. Or pertama

terbentuk

eja

onfexn Tind®

kebi ) SICaT t &

LI

kal 1

H 08 i . tah IH9;9 dan KTM
enewaﬂnun v 1"‘!\ ‘v

keempat @i DOWE 2 gl tu KTM kelima

elenggara tahun kedua di

diselenggarakan d ex] ahun 2003 dan vyang

154

terakhir pada tah Keputusan-keputusan

12 Bonnie Setiawan, “Indonesia under AOA-WTO Regime,” hal. 7.

153 Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan

pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departement Luar
Negeri RI.

154

hal. 6.

Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, Loc. Cit.,
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yang telah dihasilkan KTM keempat di Doha dikenal pula
dengan sebutan ”“Agenda Pembangunan Doha” (Doha Development
Agenda) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan
yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling

terbelakang (Least developed countries), seperti kerangka

kerja kegiatan ba WTO, program kerja bagi

negara-nega ; am kerja untuk
mengin : cil ke dalam
WTO )r Deklarasi
Ko ang _di K di  Doha

sus dan

= sepakats agar Pel

bagian

ax ertan an lebih

tekankan & memperhadebutuhan

nega'”fzrkemban Sis ngnya kMan pangan
(food sec # - : -:il.‘ ral development)

dan peng leviation) . Hal
inilah vyang w e n “Mandat Doha” dan

negara-negara berkembang

ari

digunakan sebagai pedo agi

untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perundingan

155 I1pid., hal. 7.

156 Alinea 13 dari Deklarasi Konferensi Tingkat Menteri Di Doha,

Qatar.
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pertanian.®”’

Selama 1ini, kepada negara berkembang hanya
diberikan waktu penurunan tarif vyang lebih lama, dan
tingkat penurunan yang lebih kecil. Namun hal itu tidak

mampu menciptakan suatu lapangan permainan yang relatif

sama, karena besarnya perbedaan tingkat pembangunan

ekonomi, teknologi ktur dasar serta sumber

daya manusi ang diajukan oleh

e 0 ja Doha vyaitu
( Differential
pecial Pr Tindakan

dibawah

negara

Per

Oahas

Per n di Jenewa

»

e €ntang: Modalities
for the F CTa s¥on Agriculture.w9

pada awalnya negara

7 Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan

pada tanggal 28 Agustus 2007, Dbertempat di Gedung Departemen Luar
Negeri RI.

1% M. Husein Sawit, Loc. Cit., hal. 42.

159 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Armanatha Nasir,

anggota tim perunding Indonesia dibidang pertanian di forum WTO.
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berkembang merasa bahwa setelah melaksanakan reformasi
dibidang produk pertanian sesuai dengan Perjanjian
Pertanian, kemiskinan vyang dominan di pedesaan semakin
sulit dikurangi, ditambah redupnya pembangunan di pedesaan

serta lemahnya ketahanan pangan. Hal 1ini Jjelas terkait

dengan perilaku subs bsidi dalam negeri maupun

subsidi ek : negara maju yang

memang i O t
uk menycmpi¥ ] j

S v : : 2 kan hasil.

ian.'®” Sejak

dleh negara

an, namun

O&rjuangan

dapatkan

asar. Pe khusus

C
tersyqberupa Zhaof dan Tinc? Pengamanan
LT W SN

Khusus, Kerja Paket Juli
tahun 200 gka Kerja Paket
Juli 2004 te

“Developing country ers will have the flexibility
to designate an appropriate numbers of products as Special
Products, based on criteria of food security, livelihood
security and rural development needs. This product will be
eligible for more flexible treatment. The criteria and

160 M. Husein Sawit et. al., “Fleksibilitas Pemilihan Special

Product (SP) dan ©Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya?”,
Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3 No. 2, (Juni, 2005), hal. 95.
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treatment of these products will be further specified
during the negotiation phase and will —recognize the
fundamental Iimportance of Special Products to developing
countries.”'®

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tujuan dari Special
Product adalah adanya fleksibilitas dalam reformasi

perdagangan, sehingga gara berkembang lebih mampu

menyesuaikan _Caaei . | memperkuat ketahanan

pangan, ‘ angi kemiskinan.

Fleksi i | 1% ‘ . ing karena
gl ldiberikan
imbangan

se i ng diharapka

IndQa a tela bahwa

kg &3 sebagai dari Beras
memang erbukti tujuan
pemban#n . % dari

ras merupakan

E) vmian desa. Selain

ama zat gizi baik kalori

mesin penggv

itu beras merupaka e g

161 paragraf 41 dari Kerangka Kerja Paket Juli tahun 2004.

162 M. Husein Sawit et.al., Loc. Cit., hal. 96.

163 Hasil wawancara dengan Bapak Armanatha Nasir, sebagai tim

perunding Indonesia dibidang pertanian di forum WTO.

¢4 pantjar Simatupang, Loc. Cit., hal. 21.
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maupun protein. Agrobisnis beras Jjuga penyumbang utama
lapangan kerja sektor pertanian dengan pangsa pasar 30%.
Dengan ini tidak terbantahkan Dbahwa beras merupakan
komoditi strategis bagi Indonesia. Ketergantung terhadap

impor beras tergolong rendah, namun demikian frekuensi

impor beras tergolon «ni sekitar 40%. Tingginya

impor bera betani padi  atau
produk ftu beras amat

meme Tk ) khgga layak

an dalam

unt

ertanian

agung,

ke Z . > makanan

PO penci D 1 Jagung

cuuar yait o

indi?!::sk

kategori

Dengan

tidak I”&fsuk dalam
| N

dilihat secara

tunggal A

akumulati duksi, nilai zat
gizi, dan W' i uhi syarat sebagai
komoditas strategis. lihat dari sisi impor,

ketergantungan impor akan Jjagung cukup rendah vyaitu
berkisar 5.89%. Namun demikian, impor jagung menempati
nilai yang cukup tinggi yaitu sekitar 50%. Usaha petani dan

produksi Jjagung termasuk amat rendah sehingga amat rentan
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terhadap gejolak pasar luar negeri. Oleh karena itu, Jjagung
layak dimasukkan sebagai salah satu Special Product bagi
Indonesia.'®’

Terakhir adalah kedelai. Kedelai merupakan salah satu

bahan pangan utama sumber protein bagi penduduk Indonesia

dengan kontribusi n indikator zat gizi saja,
kedelai te ecial Product yang
berhak . Kontribusi
dalsg aitu hanya

Jika di an kerja,

an nilagy va i i i 59%. Kedelai
t el Bl n ] : ; Fak pasar
in al. at

yabcapal 45 1605,

mencyfw%. Saat
harga nor ’J&: 3.

demikian

3 imp tinggi

M ngBka dengan Jpor yang

ai naik im 100% dari
i\ 7.500/kg. Dengan

dalam Special

2. Tindakan Pengamanan Khusus (Special Safeguard Mechanism)

Menurut pasal 5 dari Perjanjian Pertanian suatu negara

atau teritori kepabeanan anggota WTO diizinkan

165 Thid., hal. 22.
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memberlakukan Tindakan Pengamanan Khusus apabila adanya
lonjakan impor dan anjloknya harga, tetapi kerugian dan
ancaman yang diakibatkannya tidak perlu dibuktikan serta
penerapannya dapat dilakukan seketika. Meskipun demikian,

bagi negara berkembang pemberian Tindakan Pengamanan Khusus

ini tidak praktis di beban karena Dbeberapa

alasan vyai

dak mudah. Kedua,

penera r dan sarana
ser . ya sulit
D negara & . £ i . iperlukan

ti-bukti

elalui eny
negara

d; Penga sus ini

i W n tuk meld sektor

pert'mI § emudahan E pendukung

penerapan . .Ehm Ja i perbandingan,

Indonesia roduk sedangkan

WJepang mencatatkan

1 produk vyang dapat dikenakan

negara maju

121-961 Jjenis produk se

167

Tindakan Pengamanan Khusus. Mekanisme Tindakan Pengamanan

166 Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, “Mekanisme

Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K-33: Sebuah Gagasan,” Analisis
Kebijakan Pertanian Vol. 4 No. 4, (Desember, 2006), hal. 317.
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Khusus ini sulit dimanfaatkan oleh negara berkembang karena
adanya beberapa kelemahan sebagai berikut:'®®
a. Proses administrasi dari Tindakan Pengamanan Khusus

yang cukup rumit, membutuhkan dana, kapasitas

institusi dan kemampuan legal yang cukup tinggi;

b. Karena proses kerugian sudah terjadi

cukup i dungannya berlaku

baitas, hanya

untuk p 1 proses

asi dala an rijanjian
ani

si dagangan

sifat ti il, vyang

gan neg gara maju,

.:i.‘ masih memberikan

r subsidi, dan

SubSidiW n]Mlkan distorsi pada

167 “Market Access: Special Safeguards  (SSG), Agriculture
Negotiations: Backgrounder,” <http://www.wto.org>

1% Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan

pada tanggal 28 Agustus 2007, Dbertempat di Gedung Departemen Luar
Negeri RI.; Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, Loc. Cit., hal.
320.
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harga pasar dunia, dimana hal ini Jjelas merugikan

komoditas ekspor negara-negara berkembang.

Untuk dapat mengalokasikan kepentingan negara-negara
berkembang, maka perlu adanya Tindakan Pengamanan Khusus

yang lebih bersifat luwes dan sederhana dari segi

pelaksanaannya, yai

a. Perta kebijakan dalam
pefier ; 3 .. wPada umumnya
en tarif.
tindakan
a itu,
berikan

bang nerapkan

n, baik tarif,

: Terkait‘m‘an produk-
ﬁ dakan Pengamanan

pilihan vyaitu
Wyang masuk dalam

tau tidak;

kategori Produk Khu
b. Kedua adalah mengenai Fakor Pemicu (trigger factor).

Penerapan faktor pemicu ini sangat rumit dan

169 Buydiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, Loc. Cit., hal. 321-

322.
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memerlukan banyak waktu. Untuk itu, dalam ketentuan
Tindakan Pengamanan Khusus vyang baru perlu adanya
kriteria pemicu yang lebih sederhana;

c. Ketiga terkait dengan jangka waktu tindakan. Seperti

yang diketahui bahwa Tindakan Pengamanan Khusus adalah

tindakan pengamn a dan tidak bersifat tetap

untuk 3@ ® yian.

d. K astigasi. Dalam

ck ' S mengenai

penyelldi kel g sanga ) g sehingga

‘ elas hal
rti 1

sme S

‘ksanakan -

njlan
ber51fat le ,.?'

jika ter

dengan SCM w

akan Dberlaku. Sejak di

ni @Ken memberatka rkembang

ik adanya

yat mudah

—d

pim‘ian yang

Hal ini berarti
Jjian Pertanian
w Pertanianlah vyang
kukannya Perjanjian Pertanian
pada tahun 1995, Indonesia telah secara patuh dan konsisten
mengimplementasikan Perjanjian Pertanian. Namun demikian
konsistensi dan kepatuhan Indonesia ini menimbulkan dampak

positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya
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para petani kecil. 0Oleh karena itu Pemerintah harus dengan
konsisten memperjuangkan kepentingan-kepentingan Indonesia
melaluili mekanisme Perlakuan Khusus dan Berbeda, Special
Product dan Tindakan Pengamanan Khusus vyang diharapkan

dapat  memperkecil dampak negatif dari keikutsertaan

Indonesia dalam Per’ Rian.

o
-
= U

2
=
s

- R\

109

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. WTO merupakan badag aternasional yang secara khusus

mengatur Inas g T a escncgara, dimana salah

sat & d ntuk mendorong

Tl 8 ” gurangi dan

m s : =h8)| g ¥a ga s t pmengganggu

' 1 Jand Daran '
' , dia

srteral

Siste verdaga

melaluil

r anjian vya

wrnasiona

aturan dasaw“petdagangan

wang telah
ggh

perundin

[ON
[ON
8]
4

3. Indones‘v'

melalui Unda

w Pembentukan WTO

Tahun 1994 tanggal 2
November 1994, dengan demikian Indonesia secara resmi
telah menjadi anggota WTO dan Pemerintah Indonesia
memiliki komitmen untuk melaksanakan semua

kesepakatan-kesepakatan hasil perundingan WTO.
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4. Perjanjian Pertanian bertujuan untuk melakukan
reformasi kebijakan perdagangan dibidang pertanian
dalam rangka menciptakan liberalisasi perdagangan dan

suatu sistem perdagangan pertanian yang adil. Program-

program dalam Pertanian tersebut Dberisi

ara ringkas dapat

komitme
' kok tindakan
¢ ) Domestik
3 i di ), engacu Ja  pokok

pada awa g lisan ini,

U.l C | ‘,
'O d am SCM

alinya, meerikan

ai subsid'w Agreement

:i.\ 31di dan tindakan

) yang dapat
w}{an subsidi vyang

a lain dengan menggunakan bea

dilakukan oleh n
masuk tambahan. Dalam SCM  Agreement, subsidi
diklasifikasikan menjadi tiga kategori vyaitu (1)
Subsidi vyang Dilarang (Prohibited Subsidies), (ii)

Subsidi yang Dapat Ditindak (Actionable Subsidies),
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dan (1ii) Subsidi yang Diperbolehkan (Non-
Actionable Subsidies). Semua jenis subsidi tersebut
berlaku untuk semua Jjenis barang dan produk
industri, tetapi tidak berlaku untuk produk vyang

tercakup dalam Perjanjian Pertanian.

b. Perjanjian engatur pemberian subsidi

anian. Dalam hal

56 ex Specialis
3 ) ien menjadi
egosiasi g an karena

distorsi

secCg

sering
24l hal ini

berba sektor

pak poliJ sosial
-
S

janjian Pertanian

m dalam Perjanjian

kan untuk pengurangan bermacam

1J

' m

Pertanian yang diI
restriksi pasar vyang dapat mengganggu mekanisme
impor. Dengan penghapusan tarif maka akses pasar
Indonesia akan semakin terbuka luas. Pemerintah

harus memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia
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yang akan semakin rawan karena harus Dbersaing
dengan negara-negara lain.

2. Bantuan Domestik: Bantuan vyang diberikan oleh

pemerintah dalam negeri yang dibagi dalam 3 (tiga)

kategori, vyaitu (i) Green Box yaitu merupakan

subsidi yang an mengingat dampaknya yang
sang angan, contohnya

a penelitian,

frastruktur,

da ain-lainjy; di vyang
d6T1kan ol& mbayaran
bang Jumlah
duksi nber ! Bantuan
‘mestlk ndistorsidksi dan
dagangan H‘

khu ng diberikan oleh

e 100Pe aikan penjualan

Watl bahwa negara

untuk memberikan Subsidi

3. Su spo
ekspw

anggota

Ekspor.

5. Alinea 13 Deklarasi KTM Doha menekankan bahwasanya ada

Perlakuan vyang Khusus dan Berbeda (Special and
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Differential Treatment) untuk negara berkembang yang
akan menjadi bagian integral dari perundingan dibidang
pertanian. Implementasi dari Perlakuan Khusus dan
Berbeda ini salah satunya adalah dalam bentuk Special

Product, yang sedang diperjuangkan oleh negara-negara

berkembang. Neg pang memperjuangkan untuk

meminig

as produk-produk
v alle s ) At a Product ini

ak ketahanan

Yohotei- dan pembang a desaan.

&a Yeph B HF SN 'artanian,
sia h ai
Y.

an denga =Ta ] Fa I;Hi terlihat
= /8 mm 1 Akses Pasar,
yang diberikan

w hal Akses Pasar,

praktek, dengan tarif vyang

pena mengenai

uk perta engan at ain vyang

dapat dikatakan
sangat rendah, Indonesia termasuk salah satu negara
yang membuka lebar perdagangan produk pertaniannya.

Sedangkan dalam bidang Bantuan Domestik dan Subsidi

Ekspor, Indonesia tidak dapat memanfaatkan fasilitas
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yang diberikan dalam Perjanjian Pertanian secara
maksimal terkait dengan keterbatasan kondisi finansial
yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia

telah melaksanakan Perjanjian Pertanian secara patuh

dan konsisten.

implikasi
bidang Akses
akukannya
lak lagi
negara

danyad an tarif

bidang Ba omestik,

a‘Hs idi untuk

15;-- di pupuk, Dbibit,

enghapusk

menyebabkan

kv.para petani vyang

harga produk ©pertanian di

melonjaM‘

menyebabkan tinggi
pasaran sehingga berpengaruh pada standar hidup
mereka. Ketiga, dalam bidang Subsidi Ekspor, karena

keterbatasan kondisi finansial, para pelaku ekspor
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tidak dapat menikmati Subsidi Ekspor untuk membantu

usaha mereka.

8. Mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda, Indonesia

sedang memperjuangkan Dberas, Jagung dan kedelai

sebagail Specig dari Indonesia. Sedangkan

husus, Indonesia

untuk
‘ Jumlah vyang
: ) ju seperti
e 21-961 duk vyang

Ped@amanan intuk itu

La ma adl produk-

dima e dalam

p
‘gorl Spegiie L x i karenaderupakah

‘F satu & ambantu mem}ih‘ki kondisi
pertan i&r Indeneg :%‘ ingan global.

9. Dengan M‘ W bahwa keuntungan

yang didapat oleh I sia dalam forum WTO ini adalah

hak hukum untuk tidak diperlakukan secara
diskriminatif oleh anggota  WTO lainnya. Bahkan
Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya

juga dapat ikut berpartisipasi dalam perundingan

116

Tinjauan hukum..., Josephine Hadiwijaya, FH Ul, 2008



perdagangan internasional vyang selama 1ini sangat
didominasi negara maju dengan memperjuangkan fasilitas
Perlakuan Khusus dan Berbeda, Special Product dan
Special Safeguards Mechanism. Memiliki hak untuk

tidak diperlakukan secara diskriminatif vyang dapat

merugikan kepen pesia inilah yang menjadi

kelebij

I WTO, dimana hal

k sama sekali

adin itu WTO

dgitdagangan ian yang

sis@eng cara 2 oenghapusan

epentingan

—d
o

guna kin dan

‘ra berke g
R

B. S

De i O, Indonesia

wketerbukaan pasar.

dapat diberikan atas

harus siap d
Dengan demikian I
keikutsertaan Indonesia pada forum WTO adalah sebagai
berikut:

1. Memiliki transparansi atas implementasi Perjanjian

Pertanian di Indonesia sehingga antar negara anggota
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WTO dapat saling mengawasi pelaksanaan Perjanjian
Pertanian di masing-masing negara;

2. Memiliki sosialisasi vyang luas pada setiap lapisan
masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pertanian yang

telah disetujui dalam forum WTO agar dapat

dilaksanakan dg nanfaatnya hingga ke para
petani

3. meme dakam Perjanjian

) 13 ] ehatkan pada

ctahanan mbangunan

(ru pegngentasan

memg ptima erlakuan

‘us dan 1 A i) pecial d; (1i1i)
PcHEa oy | SO S H Safeguard

: ndonesia sehingga

slia secara umum

dan menM‘ v‘nl secara khusus.
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